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ABSTRAK 

 

 

Nama  :  Lidya Manalu 

Program Studi :  Ilmu Hukum 

Judul :  Penerapan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Kewenangan 

Mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan 

Nomor 20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST) 
 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang dibentuk di 

lingkungan peradilan umum yang awalnya dibentuk berdasarkan Pasal 53 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Pembentukan pengadilan khusus ini berawal dari anggapan 

bahwa diperlukan mekanisme yang berbeda dari mekanisme peradilan 

konvensional dalam menangani perkara-perkara korupsi. Judicial review yang 

dilakukan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah inkonstitusional dan 

menyebabkan standar ganda (dualisme) dalam penanganan perkara korupsi, yaitu 

melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah 

menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan menetapkan UU No. 

46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang khusus mengatur 

mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya pengadilan 

yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi. Dengan 

diundangkannya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang baru 

ini maka Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang menangani perkara korupsi. Hal 

ini memunculkan permasalahan dalam proses peralihan kewenangan dari 

Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang 

diatur dalam Ketentuan Peralihan, khususnya pada Pasal 36 UU No. 46 Tahun 

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penentuan locus delicti dalam 

suatu perkara korupsi menjadi hal penting yang harus dibahas dalam menentukan 

pengadilan yang berwenang menangani perkara terkait dengan ketentuan Pasal 36 

UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini 

dilakukan dengan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan 

secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan perundang-undangan, analitis, dan kasus. 

 

 

Kata kunci : 

Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan 

Mengadili. 

. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Name   : Lidya Manalu 

Study Program : Law 

Title : Implementation of Article 36 of  Law No. 46 Year 2009 

on the Anticorruption Court concerning Authority to 

Judge by Anticorruption Court in Central Jakarta District 

Court (Case Study Verdict No. 

20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST). 

 

Anticorruption court is a special court formed in the zone of the general 

judicature, which is formed for the first time based on the Article 53 of Law No. 

30 Year 2002 on the Commission of Corruption Eradication (Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). The establishment of this special court 

initially comes from the assumption that it takes a different mechanism than 

conventional justice mechanisms in dealing with corruption cases. Judicial review 

of the Constitutional Court declared the legal basis for the establishment of the 

Anticorruption Court is unconstitutional and raises a double standard (dualism) 

in handling the corruption cases, namely through the District Courts and 

Anticorruption Court. The government responded to the verdict of the 

Constitutional Court by stipulating Law No. 46 Year 2009 on the Anticorruption 

Court, which specifically regulates the Anticorruption Court as the only court that 

is authorized to examine, judge and adjudicate corruption cases. With the 

enactment of the Law No. 46 Year 2009 on the Anticorruption Court, then the 

District Court no longer has the authority to deal with corruption cases. Thus, 

arises the problems in the process of authority transition from the District Court 

to the Anticorruption Court, as stipulated in the transitional provisions, in 

particular on Article 36 of Law No. 46 Year 2009 on the Anticorruption Court. 

Determining the locus delict in corruption cases becomes important things that 

must be addressed in order to determine which court authorized to handle 

corruption cases related to the provisions of Article 36 of Law No. 46 Year 2009 

on Anticorruption Court. This study was conducted the normative-law method by 

using a qualitative approach. This study used the approachment to legislation, 

analytical, and case study. 

 

 

Keywords: 

Criminal Acts of Corruption, Anticorruption Court, Authority to Judge. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang berkembang 

pesat sejalan dengan semakin gencarnya pelaksanaan transaksi ekonomi baik 

dalam tatanan mikro maupun makro, yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. 

Korupsi telah memberikan andil yang luar biasa besar dalam kebobrokan 

perekonomian negara.1 Korupsi pertama kali dianggap sebagai tindak pidana di 

Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang 

Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam 

kenyataannya undang-undang ini dirasakan tidak mampu menyelamatkan 

keuangan dan perekonomian negara sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-

undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi2

Tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang melakukan revisi atau 

mengganti produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi 

yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat menjangkau berbagai 

modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum, 

yang dapat dijadikan alasan untuk dapat melepaskan diri dari jeratan hukum.

, dan 

terakhir sejak tanggal 16 Agustus 1999 diganti dengan Undang-undang No. 31 

Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

3

                                                 
 

 

1Ari Wahyudi Hertanto dan Arief Nurul Wicaksono, “Tindak Pidana Korupsi antara 
Upaya Pemberantasan dan Penegakan Hukum”, <www.pemantauperadilan.com>. Diakses  pada 
10 Mei 2011. 

 
2Rasyid Noor, “Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia”, Varia Peradilan (Agustus 

2009): 48. 
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Selain melakukan perubahan undang-undang terkait masalah korupsi, pemerintah 

juga membentuk badan khusus untuk menanggulangi masalah korupsi di 

Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001.4 Badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut 

Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), memiliki kewenangan melakukan 

koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan 

pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan 

undang-undang, yakni UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002).5

Undang-undang No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan 

pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

 

6 yang menjadi 

puncak dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia7

Pembentukan pengadilan khusus ini berangkat dari anggapan bahwa perlu 
dilakukan penanganan perkara-perkara korupsi melalui suatu mekanisme 
yang berbeda dari mekanisme peradilan konvensional/biasa. Selain itu, 
pembentukan pengadilan khusus ini dimaksudkan pula sebagai jalan 
potong (short cut) untuk menjawab kelemahan-kelemahan di pengadilan 
konvensional dalam berbagai aspek, misalnya kelemahan kualitas dan 

. Hal 

tersebut sebagaimana dijabarkan oleh Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan 

Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut: 

 
 
 

                                                                                                                                      
 
3Pratomo, “Penyidikan Polri terhadap Tindak Pidana Korupsi di Wilayah 

HukumKepolisian Daerah Jawa Tengah”, (Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang, 
2009), hal 31. 

 
4“Lampiran Catatan Akhir Tahun MTI Analisa Peraturan Perundang-undangan dan 

Lembaga Pemberantasan Korupsi Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Tahun 2005,” 
<http://www.transparansi.or.id/index.php/berita/150.htm>, diakses pada 27 Februari 2011. 

 
5Indonesia (a), Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

UU No. 30 Tahun 2002 LN tahun 2002 No. 137, TLN No. 4250, Pasal 43. 
 

6Ibid., Pasal 53. 
 
7Lampiran Catatan Akhir Tahun MTI Analisa Peraturan Perundang-undangan dan 

Lembaga Pemberantasan Korupsi Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Tahun 2005, op. cit. 
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integritas sebagian Hakim, ketiadaan akuntabilitas pengadilan, dan lain-
lain.8

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pertama kali dibentuk di lingkungan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

  
 

 

 

9 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas 

dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang 

penuntutannya diajukan oleh KPK10, sedangkan Pengadilan Negeri memeriksa 

dan memutus perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan penuntut umum dari 

Kejaksaan. Keadaan tersebut menimbulkan standard ganda (dualisme) peradilan 

korupsi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi.11

Standard ganda dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut 

membuat beberapa orang yang merasa hak konstitusionalnya sebagai warga 

negara dirugikan, yakni Nazaruddin Sjamsuddin, Rusadi Kantaprawira, Daan 

Damira, Safder Yusacc, Hamdani Amin, dan Bambang Budiarto

 

12. Para Pemohon 

mengajukan permohonan Judicial Review atas Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 

kepada Mahkamah Konstitusi dikarenakan pasal yang menjadi dasar pembentukan 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut bertentangan dengan UUD 1945.13 

Substansi permohonan yang terkait Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 pada intinya 

adalah mengenai diskriminasi di depan hukum, yang tidak sejalan 

(inkonstitusional, ex falso quo libet) dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.14

                                                 
 
8Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi, Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: 
Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional, 2004), hal 1. 
 

9Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
 

10Indonesia (a), op. cit., Pasal 53. 
 

11Muchsin, “Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasca-Pengesahan UU No. 46 
Tahun 2009”, Varia Peradilan (Maret 2010): 16. 
 

12Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006, hal 9. 
 

13Ibid. 
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Atas permohonan Judicial Review tersebut, pada 19 Agustus 2006, 

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 

yang menghapus berlakunya Pasal 53 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 sebagai 

dasar hukum pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena 

menimbulkan standar ganda peradilan korupsi, yang memungkinkan penyelesaian 

perkara tindak pidana korupsi oleh dua pengadilan yang berbeda dalam 

lingkungan peradilan yang sama.15 Dasar keberadaan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 24A ayat (5). 

Putusan tersebut juga sejalan dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk 

dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-

undang tersendiri.16

Mahkamah Konstitusi memberikan waktu tiga tahun kepada pembuat 

undang-undang (DPR dan pemerintah) untuk membentuk Undang-undang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang baru (tepatnya hingga tanggal 19 

Desember 2009)

 

17. Undang-undang baru itu harus mengatur Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi sebagai satu-satunya sistem peradilan tindak pidana korupsi18. 

Oleh karena itu pada tanggal 29 Oktober 2009 diundangkanlah Undang-undang 

No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 46 Tahun 

2009). yang akan menjadi payung hukum baru bagi Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi di Indonesia.19

                                                                                                                                      
 
14Muchsin, loc. cit.  

 

 

15Resume Berita Mengenai Mahkamah Konstitusi Minggu ke-IV Desember 2006: 17-23 
Desember 2006 Selasa, 19 Desember 2006 Putusan Perkara dengan Nomor 012-016-019/PUU-
IV/2006 tanggal 19 Desember 2006: Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, 
<http://www.transparansi.or.id/berita/berita-desember2006/mk/mk2.html>, diakses pada tanggal 
28 Februari 2011. 
 

16Muchsin, op. cit. 
 

17“MK: Pengadilan Tipikor Langgar Konstitusi”, 
<http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=276251&kat_id=3>, diakses pada tanggal 28 
Februari 2011. 
 

18Ibid. 
 
19Muchsin, op. cit. 

Penerapan pasal..., Lidya Manalu, FH UI, 2011. 
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Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang 

tersendiri merupakan momentum penting bagi pemerintah dan/atau DPR untuk 

membangun kepercayaan publik dalam negeri dan luar negeri. Turut sertanya 

pemerintah dan/atau DPR dalam masalah ini merupakan bukti nyata ikut aktifnya 

lembaga negara tersebut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di 

Indonesia20. Pengesahan UU No. 46 Tahun 2009 merupakan langkah maju dalam 

upaya merespons kejahatan tindak pidana korupsi dan diharapkan memberi 

nuansa baru bagi eksistensi peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia, 

meskipun masih menyisakan beberapa hal krusial yang perlu dicermati dan segera 

ditindaklanjuti oleh beberapa instansi terkait.21

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970

 
22

1. Peradilan Umum 

, 

dikenal empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yakni: 

2. Peradilan Agama 

3. Peradilan Militer 

4. Peradilan Administrasi.  

Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai wewenang tertentu, 

khusus untuk mengadili hal-hal yang telah ditentukan undang-undang bagi setiap 

lingkungan. Penentuan wewenang mengadili terhadap hal-hal yang khusus bagi 

setiap lingkungan peradilan menimbulkan masalah hukum tentang “kekuasaan 

mutlak” bagi setiap lingkungan untuk memeriksa dan mengadili sesuatu kasus.23

                                                 
 

 

Adapun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan 

Umum sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, 

dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Di samping sengketa wewenang 

20Romli Atmasasmita, “Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran 
Bandung, Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” <http://www.okezone.com/index.php. 
content&task.3438/57.htm>, 01/02/2007, diakses pada 28 Februari 2011 
 

21Muchsin, op. cit., hal 17. 
 

22Sebagaimana telah dicabut dan diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 18. 

 
23M. Yahya Harahap (a), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: 

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cet. 
ke-6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 92. 
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mengadili yang timbul akibat adanya empat lingkungan peradilan, sengketa 

wewenang mengadili dapat timbul sebagai akibat pembagian “wilayah hukum” 

bagi setiap peradilan. 

Peradilan tertentu hanya mempunyai kekuasaan dan wewenang mengadili 

pada suatu wilayah daerah hukum tertentu. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa ada dua jenis wewenang mengadili suatu perkara, yang biasa disebut 

kompetensi mengadili, yaitu: 

 
 
 

1. Kompetensi mutlak (absolut kompetensie), kekuasaan berdasarkan 
peraturan hukum mengenai pemberian kekuasaan mengadili (attributie 
van rechtsmacht) kepada suatu pengadilan (Pengadilan Negeri), bukan 
kepada pengadilan lain. 

2. Kompetensi relatif (relatieve kompetensie), kekuasaan berdasarkan 
peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili 
(distributie van rechtsmacht) di antara masing-masing pengadilan, 
yaitu kekuasaan berdasarkan pembagian wilayah pada suatu daerah 
hukum pengadilan negeri tertentu24

 

 

 

. 

Berdasarkan Pasal 25 UU No. 46 Tahun 2009, persidangan pada 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa 

sebagaimana yang diatur dalam Bagian Ketiga Bab XVI KUHAP, maka dalam 

persidangan perkara tindak pidana korupsi ada pembacaan surat dakwaan oleh 

Penuntut Umum25 dan proses pembuktian yang mana Penuntut Umum harus 

membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa. Penuntut 

Umum juga harus membuktikan bahwa locus delicti yang dituliskan dalam surat 

dakwaan tepat adanya karena hal tersebut terkait dengan kompetensi relatif 

Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.26

                                                 
 

24Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Ed. Revisi, Cet. ke-2, (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 1994), hal 102 

 
25 Indonesia (b), Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 

LN Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 155 ayat (2). 
 
26 Ibid., Pasal 84 ayat (1). 

 Apabila terdapat 
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ketidaksesuaian antara locus delicti yang ada di Surat Dakwaan dengan 

Pengadilan tempat perkara tersebut disidangkan maka Majelis Hakim pada 

Pengadilan yang bersangkutan harus melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan 

yang seharusnya berwenang.27

1. Teori tindakan badaniah (leer van delichamelijke daad). 

 Sangat diperlukan ketelitian dari Penuntut Umum 

untuk dapat menentukan locus delicti suatu tindak pidana agar tidak terdapat 

kesalahan dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan yang berwenang 

mengadili perkara tersebut. 

Menurut Utrecht terdapat beberapa teori untuk menentukan locus delicti, 

antara lain: 

 
 
 

Yang dimaksud dengan tempat kejadian adalah tempat dimana pelaku 
melakukan suatu tindak pidana, dan di tempat itu pula unsur-unsur 
tindak pidananya telah selesai dengan sempurna. 

2. Teori tempat bekerjanya alat (leer van het instrument). 
Yang dimaksud dengan tempat kejadian adalah tempat dimana alat 
yang digunakan bekerja dan telah membuat sempurna (menimbulkan) 
suatu tindak pidana. 

3. Teori akibat dari tindakan (leer van het gevolg). 
Yang dimaksud dengan tempat kejadian adalah tempat dimana suatu 
akibat telah terjadi sehingga membuat sempurna suatu tindak pidana 
yang dilakukan oleh pelaku. Biasanya teori ini lebih tepat diterapkan 
pada kasus-kasus delik materiel, dimana suatu tindak pidana dikatakan 
sempurna bila telah menimbulkan akibat yang nyata. 

4. Teori tempat yang jamak (leer van de meervoudige tijd) 
Yang dimaksud dengan tempat yang jamak merupakan gabungan dari 
ketiga-tiganya atau dua diantara teori tersebut di atas28

Ketentuan mengenai kompetensi relatif suatu pengadilan yang mengacu 

pada tempat di mana tindak pidana tersebut terjadi dapat dikesampingkan hanya 

apabila terdapat Pengadilan Negeri lain yang lebih dekat dengan tempat sebagian 

besar saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan dibandingkan dengan 

. 
 
 
 

                                                 
 
27Ibid., Pasal 148 ayat (1). 
 
28E.Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I:Suatu Pengantar Hukum Pidana 

untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum suatu Pembahasan Pelajaran Umum, (Jakarta: 
Penerbit Universitas, 1958), hal 234-239 
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pengadilan negeri di mana perbuatan pidana itu terjadi29 atau dalam hal keadaan 

daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu 

perkara30. Namun demikian permasalahan kewenangan mengadili menjadi agak 

rumit bahkan bisa muncul sebagai suatu sengketa jika terdapat lebih dari satu 

pengadilan saling mengklaim bahwa tindak pidana tersebut berada atau terjadi di 

wilayah hukumnya (positive conflict). Bisa juga yang terjadi adalah sebaliknya, 

yaitu tidak ada pengadilan yang merasa bahwa kejahatan yang telah terjadi berada 

dalam wilayah hukumnya (negative conflict). Positive conflict dan negative 

conflict ini diatur dalam Pasal 150 KUHAP31

Kompetensi relatif suatu pengadilan dalam memeriksa dan mengadili 

perkara telah diatur sedemikian rupa dalam KUHAP, namun dalam perkara tindak 

pidana korupsi ketentuan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi yang merupakan bagian dari peradilan umum diatur lebih khusus 

dalam UU No. 46 Tahun 2009, yang mana ada beberapa ketentuan yang berbeda 

dengan yang diatur di KUHAP. UU No. 46 Tahun 2009 mengatur mengenai 

pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap kabupaten/kota yang 

daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan

. 

32. 

Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

berkedudukan di setiap kotamadya33

Mengenai jangka waktu pendirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

tersebut telah ditentukan yaitu paling lama dua tahun terhitung sejak UU No. 46 

Tahun 2009 diundangkan

. 

34

                                                 
 
29Indonesia (b), op. cit., Pasal 84 ayat 2. 
 
30Ibid., Pasal 85. 

 
31Susan W. Brenner dan Bert-Jaap Koops, Approaches to Cybercrime Jurisdiction, hal 

40-41. <htttp://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=786507>, diakses pada tanggal 26 
Mei 2011. 

 
32Indonesia (c), Undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 46 

Tahun 2009 LN tahun 2009 No. 155, TLN No. 5074, Pasal 3. 
 
33Ibid., Pasal 4. 
 
 
34Ibid., Pasal 35 ayat 4. 

, berarti pada tahun 2011 seharusnya sudah dibangun 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud. Namun demikian, untuk 

Penerapan pasal..., Lidya Manalu, FH UI, 2011. 
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kelancaran kasus-kasus yang sedang diperiksa baik di Pengadilan Negeri maupun 

di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 

dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, pada setiap tingkat pemeriksaan tetap diperiksa dan 

diadili sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan35

Sebelum terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

yang diamanatkan Pasal 35 UU No. 46 Tahun 2009, tindak pidana korupsi yang 

penuntutannya diajukan oleh Penuntut Umum, diperiksa, diadili, dan diputus oleh 

Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan

. 

36. Peraturan 

perundang-undangan dimaksud yang relevan dengan ketentuan ini adalah 

sebagaimana yang diatur dalam KUHAP mengenai kewenangan Pengadilan 

Negeri dalam mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah 

hukumnya37

Hal ini diatur untuk menghindari adanya kekosongan hukum yang 

mungkin terjadi apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan di wilayah yang 

belum membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena sebagaimana telah 

dibahas sebelumnya bahwa sejak diundangkannya UU No. 46 Tahun 2009 yang 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi hanyalah 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tersebut dilakukan untuk 

menghindari terjadinya penumpukan perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang selama ini menjadi satu-satunya 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah dibentuk. Tempat kedudukan 

, yaitu mengenai kompetensi relatif yang telah dibahas sebelumnya. 

Sebagai contoh, apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan di wilayah 

Tangerang dan di wilayah tersebut belum terbentuk Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Tangerang maka perkara tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri 

Tangerang untuk diperiksa dan diadili, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 

UU No. 46 Tahun 2009 dan Pasal 84 KUHAP. 

                                                 
 
35Ibid., Pasal 34. 
 
36Ibid., Pasal 36. 

 
37Indonesia (b), op. cit., Pasal 84 ayat 1. 
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Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini terkait pula dengan kewenangan relatif 

yang telah diuraikan sebelumnya. 

Kewenangan relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur 

keterkaitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Pengadilan Negeri dalam 

mengadili perkara korupsi dalam suatu wilayah kabupaten/kota atau kotamadya 

yang belum membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.38

Pada Pasal 147 KUHAP, ditegaskan agar tidak terjadi pelanggaran atas 

wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri, apabila menerima berkas perkara 

dari Penuntut Umum maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan 

memeriksa apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan Negeri yang 

dipimpinnya

 Keterkaitan 

tersebut dapat menjadi suatu permasalahan apabila di suatu wilayah belum 

terbentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi namun perkara korupsi yang terjadi 

tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan, justru 

dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat. 

39. Dengan mengingat ketentuan Pasal 25 UU No. 46 Tahun 2009, 

maka ketentuan ini dapat diterapkan pada penyelesaian perkara tindak pidana 

korupsi untuk mencegah timbulnya sengketa wewenang mengadili antara 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Negeri. Apabila permasalahan 

mengenai kewenangan mengadili suatu pengadilan muncul dipersidangan maka 

biasanya hal ini dituangkan dalam salah satu pokok nota keberatan (eksepsi) yang 

diajukan oleh Penasihat Hukum.40

Putusan pengadilan umum maupun putusan pengadilan tindak pidana 

korupsi seringkali diwarnai dissenting opinion yang umumnya disebabkan adanya 

 Namun yang akan menyulitkan adalah apabila 

Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim tidak 

menjatuhkan putusan mengenai kompetensi relatif pengadilan tersebut, karena 

perlu dibuktikan dahulu mengenai permasalahan kewenangan mengadili secara 

relatif terkait locus delicti pada surat dakwaan. 

                                                 
 
38 Indonesia (c), op. cit., Pasal 36. 

 
39Harahap (a), loc. cit. 
 
40Indonesia (b), op. cit., Pasal 156 ayat (1). 
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pemahaman yang beragam dari para hakim mengenai aspek-aspek tindak pidana 

korupsi, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis41. Hakim dalam 

memutus perkara harus terlebih dahulu bermusyawarah, jika terjadi perbedaan 

pendapat antar anggota dalam satu majelis, maka pendapat yang berbeda dari 

salah satu anggota majelis tersebut dicatatkan dalam sebuah buku rahasia yang 

disimpan oleh Ketua Pengadilan42

Kaitan eksistensi dissenting opinion dengan masalah kewenangan 

mengadili adalah bahwa hal tersebut dapat menjadi salah satu pokok dissenting 

opinion apabila tidak diajukan eksepsi oleh Penasihat Hukum, khususnya eksepsi 

mengenai kewenangan mengadili secara relatif (sehingga tidak ada putusan sela) 

dan tidak dibahas dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya. Selain 

dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan mengenai 

dissenting opinion diatur pula dalam Pasal 30 ayat 3 UU No. 5 Tahun 2004 

tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

Namun demikian KUHAP sebagai pedoman hukum acara pada persidangan kasus 

pidana tidak memaparkan batasan-batasan kebebasan hakim untuk “berpendapat 

lain”, sehingga muncul ketidakjelasan mengenai dalam hal apa saja hakim dapat 

“berpendapat lain”

. Akan tetapi dalam perkembangannya 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat 5 UU No. 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan 

tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat 

dalam putusan”, sehingga sistem dissenting opinion kemudian menjadi lebih 

terbuka dan lazim digunakan. 

43. Dissenting opinion telah diterapkan dalam beberapa perkara 

tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain44

                                                 
 
41Reza Fikry Febriansyah, “Analisis Mengenai Penerapan Dissenting Opinion terhadap 

Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, (Tesis Magister Universitas 
Indonesia, Depok, 2007), hal 10. 
 

42Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/039/SK/X/1994 tentang 
Memberlakukan Buku III Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminisrasi pada Mahkamah Agung 
RI, huruf D tentang Persidangan Perkara Kasasi..  

 
43Indonesia (c), op. cit., Pasal 182 ayat 6 KUHAP. 

 
44Febriansyah, op. cit., hal 101-114. 

: 
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1. Dissenting Opinion Hakim Agung Abdul Rahman Saleh dalam perkara kasasi 

pidana umum Reg No. 572K/Pid/2003. 

2. Dissenting Opinion Hakim Kresna Menon (Ketua Majelis) dan Hakim 

Gusrizal (Hakim Anggota I) dalam perkara tindak pidana korupsi (Putusan 

No. 01/Pid.B/TPK/2004/PN.JKT.PST). 

Pada praktiknya kewenangan memeriksa dan mengadili perkara tindak 

pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih belum sepenuhnya 

berjalan sesuai dengan ketentuan UU No. 46 Tahun 2009. Masih terdapat 

ketidaksesuaian antara locus delicti pada surat dakwaan dengan pengadilan yang 

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini 

disebabkan karena belum tercapai sepenuhnya pembangunan Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi di daerah-daerah lain di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan 

UU No. 46 Tahun 2009. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran 

ketentuan mengenai kompetensi relatif pengadilan dan memiliki dampak pada 

usaha pemberantasan korupsi di negara ini. 

Pengadilan seolah tidak memiliki wibawa karena tumpang-tindih 

kewenangan yang terjadi dalam menangani masalah korupsi. Dalam putusan hal 

ini kadang tidak dipertimbangkan, sebagaimana yang terjadi pada contoh Putusan 

No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST Pertimbangan hakim mengenai 

kewenangan relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara justru menjadi pokok 

dalam dissenting opinion karena hal ini tidak dipertimbangkan dalam putusan. 

Selain itu perlu diperhatikan mengenai kewenangan memeriksa dan mengadili 

yang diatur dalam KUHAP sebagai ketentuan umum (legi generali) dan UU No. 

46 Tahun 2009 sebagai ketentuan khusus (lex specialis). Masalah kewenangan 

relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tentunya berpengaruh terhadap putusan 

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi. 

 

1.2  Permasalahan 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan Pasal 36 

UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait 

kewenangan mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
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Negeri Jakarta Pusat pada Putusan No. 20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. Fokus 

permasalahan tersebut terkait dengan dissenting opinion anggota Majelis Hakim 

dikarenakan perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sementara tindak pidana korupsi terjadi di 

Bandung. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalah tersebut, 

maka penelitian ini difokuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana penerapan teori locus delicti dalam menentukan kewenangan 

relatif mengadili suatu pengadilan berdasarkan KUHAP dan UU No. 46 Tahun 

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi? 

2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara tindak 

pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, baik 

tujuan secara umum maupun secara khusus. Tujuan tersebut antara lain: 

1.  Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang 

mendalam mengenai pengaturan kewenangan mengadili suatu pengadilan terkait 

kompetensi relatif dalam perkara tindak pidana korupsi.  

2. Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum di atas, terdapat tujuan khusus yang menjadi latar 

belakang dilakukannya penelitian ini. Tujuan khusus tersebut adalah untuk 

menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, yaitu: 

1) Mengetahui penerapan teori locus delicti dalam menentukan kewenangan 

relatif mengadili suatu pengadilan berdasarkan KUHAP dan UU No. 46 Tahun 

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

2) Mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara tindak 

pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
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1.4  Definisi Operasional 

Sebagai upaya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam akan 

dikemukakan beberapa definisi operasional yang akan digunakan. Hal ini 

ditujukan agar tercapai persamaan persepsi terhadap beberapa hal tertentu 

sehubungan dengan penelitian ini, yaitu: 

 

a. Tindak Pidana Korupsi adalah: 

 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 3 Tahun 
1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi45

b. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: 

. 
 

 

Serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana 
korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran 
serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku46

c. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: 

. 
 

 

Lembaga khusus (Ad Hoc) yang dibentuk oleh negara, yang berwenang untuk 
menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi tertentu seperti yang 
disyaratkan oleh Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002, yaitu pertama, 
melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara, dan orang lain yang ada 
kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum atau penyelenggara negara, kedua, mendapat perhatian yang 
meresahkan masyaraka, ketiga, menyangkut kerugian negara paling sedkit 
satu miliar47

 

. 
 

                                                 
 
45Indonesia (a), op. cit., Pasal 1 butir (1). 
 
46Ibid., Pasal 1 butir (3). 

 
47Lampiran Catatan Akhir Tahun MTI Analisa Peraturan Perundang-undangan dan 

Lembaga Pemberantasan Korupsi Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Tahun 2005, op. cit.. 
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d. Pengadilan Tindak Pidana Korusi adalah: 

 

Pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum48, merupakan 
satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus 
perkara tindak pidana korupsi49

e. Kompetensi relatif adalah: 

. 
 

 

Kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili perkara sesuai dengan 
ketentuan Pasal 84-Pasal 86 KUHAP, pasal 137 KUHAP, dan Pasal 148 
KUHAP50

f. Hakim Ad-Hoc adalah: 

. 
 

 

Hakim yang diangkat dari luar hakim karir yang memenuhi persyaratan 
profesional, berdedikasi, berintegrasi tinggi, menghayati cita-cita negara 
hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan 
menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia51. Dalam 
penelitian ini didefinisikan lebih khusus lagi yaitu seseorang yang diangkat 
berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam UU No. 46 Tahun 2009 
sebagai hakim tindak pidana korupsi52

g. Dissenting Opinion adalah: 

. 
 

 

Pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas 
putusan pengadilan53

                                                 
 
48Indonesia (b), op. cit., Pasal 2. 
 
49Ibid., Pasal 5. 
 
50Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktis dan 

Permasalahannya, Cet. ke-1, Edisi Pertama. (Bandung: Alumni, 2007), hal 105. 
 

. Penerapan sistem dissenting opinion di Indonesia pada 
awal kemunculannya masih terbatas di lingkungan Pengadilan Niaga dengan 
dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2000 

51Benjamin Mangkoedilaga, “Tantangan Peradilan Hak Asasi Manusia”, 
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/12/10/KL/mbm.20011210.KL86099.id.html>, 
diakses pada 27 Mei 2011. 
 

52Indonesia (c), op. cit., Pasal 1 angka 3. 
 
53Bagir Manan, Dissenting Opinion, (Jakarta: IKAHI, 2006), hal 11. 

Penerapan pasal..., Lidya Manalu, FH UI, 2011. 
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yang menyempurnakan PERMA No. 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc54. 
Dissenting opinion setidaknya memuat pernyataan yang tegas dari hakim 
anggota yang tidak sependapat, bahwa putusan adalah sah dan mengikat serta 
memuat alasan hukum maupun fakta55

h. Penuntut umum adalah: 

. 
 

 

Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan 
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim56

i. Surat dakwaan adalah:  

. 
 

 

Suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang 
dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan 
pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan 
pemeriksaan57

j. Judicial review adalah: 

. 
 

 

Hak uji materiil, yaitu suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga 
yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu 
peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
tingkatnya lebih tinggi58

                                                 
 

54Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2000, Pasal 9. 
 

55Ibid., Pasal 2. 
 
56Indonesia (c), op. cit., Pasal 1 butir (6b). 
 
57A. Karim Nasution, Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana, (Jakarta: Percetakan 

Negara RI, 1972), hal 75. 
 

58Ujang Abdullah, “Hak Uji Materiil di Bawah Undang-Undang”, (Makalah disampaikan 
pada Diklat Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara angkatan XIX, Batu-Malang, 27 
November 2006). 

. Judicial review yang dimaksud pada penelitian ini 
adalah hak uji materiil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, 
yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 
Amandemen ke-3 Pasal 24 C ayat 1 Jo. UU No. 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat 1 huruf a. 
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1.5  Metode Penelitian 

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami 

objek yang menjadi sasaran dalam ilmu pengetahuan59. Penelitian merupakan 

suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, 

sistematis, dan konsisten60; sedangkan penelitian hukum merupakan suatu 

kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu 

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu 

dengan jalan menganalisanya61

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan pendekatan secara kualitatif. Penelitian hukum normatif pada 

hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan 

hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan 

hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi

. Jadi metode penelitian adalah cara kerja atau tata 

kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dalam ilmu pengetahuan 

dengan cara menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, 

sistematis, dan konsisten. 

62. 

Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang 

bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Objek yang diteliti dan 

dipelajari adalah objek penelitian yang utuh63

                                                 
 
59Soerjono Soekanto (a), Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-1, (Jakarta: UI Press, 

1981), hal 30. 
 
60Sri Mamudji et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Depok: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 2. 
 
61Soekanto (a), op. cit., hal 43. 
 
62Sri Mamudji et.al., op. cit, hal 68. 
 
63Ibid., hal 67. 

. Alat pengumpul data yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan melalui data tertulis 

berupa hasil olahan pihak lain dan wawancara dengan para ahli dan praktisi 

hukum terkait tema penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

hukum ini mencakup: 

 

Penerapan pasal..., Lidya Manalu, FH UI, 2011. 



 

Universitas Indonesia 

18 

1. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHAP 

dan UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai 

aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Hal tersebut sesuai dengan pokok 

permasalahan dan tujuan penelitian ini sendiri yaitu mengenai penerapan Pasal 36 

UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu 

digunakan juga undang-undang lain yang relevan dengan tema penelitian ini 

antara lain UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 49 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat No. 20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. 

2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku, laporan 

penelitian, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, makalah, skripsi, tesis serta 

disertasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain buku, penelusuran internet, artikel 

ilmiah dari Varia Peradilan, makalah, serta beberapa tesis dengan tema eksistensi 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hakim ad-hoc, dan kewenangan mengadili. 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa 

bibliografi, kamus, dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan antara lain Penjelasan Undang-Undang terkait, kamus 

hukum, dan Black Law’s Dictionary. 

Terkait dengan penelitian normatif, Johnny Ibrahim memaparkan beberapa 

pendekatan yang dapat digunakan terkait dengan penelitian normatif sebagai 

berikut: 
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Pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian normatif 
diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), 
pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical 
approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan 
historis (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical 
approach), dan pendekatan kasus (case approach). Cara pendekatan 
tersebut dapat digabung sehingga dalam penelitian hukum normatif dapat 
saja digunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai. Namun dalam suatu 
penelitian normatif, satu hal yang pasti adalah penggunaan pendekatan 
perundang-undangan (statute approach). Dikatakan pasti karena secara 
logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang 
dilakukan terhadap bahan hukum yang ada.64

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum 

yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian

 
 
 
 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: 

1.  Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

65

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna 

yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-

undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik 

dan putusan-putusan hukum.

.  

2.  Pendekatan Analitis (Analytical Approach) 

66

Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif bertujuan 

untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan 

 Istilah yang dianalisa antara lain mengenai 

dissenting opinion Majelis Hakim dalam menentukan kewenangan relatif 

pengadilan terkait locus delicti tindak pidana. 

3.  Pendekatan Kasus (Case Approach) 

                                                 
 

64Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Cet. Ke-2, Edisi Revisi. 
(Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal 300-301. 

 
65Ibid., hal 302. 

 
66Ibid., hal 310. 
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dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus 

sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara 

yang menjadi fokus penelitian.67

Sistematika adalah urutan-urutan tertentu yang pada unsur-unsur yang 

merupakan suatu kebulatan sehingga dengan adanya sistematika tersebut akan 

jelas tergambar apa yang merupakan garis besar dari ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan

 Dalam penelitian ini digunakan Putusan No. 

20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST dalam kasus korupsi yang diperiksa oleh 

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat. Pada putusan tersebut akan diteliti mengenai penerapan norma yang 

terdapat pada Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi terkait kompetensi relatif pengadilan dalam mengadili perkara tindak 

pidana korupsi. 

Penelitian ini jika dilihat dari tipologi penelitian, berdasarkan sifatnya 

maka digolongkan dalam tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk memberikan suatu gambaran umum tanpa didahului adanya suatu 

hipotesa. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

68

                                                 
 

67Ibid., hal 321. 
 
68Soerjono Soekanto (b), Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Yayasan Penerbit 

Universitas Indonesia, 1974), hal 17. 

. Skripsi ini akan disusun secara sistematis dalam lima bab. 

Masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub-bab sesuai dengan kebutuhan 

kajian yang akan dilakukan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut: 

BAB I:  

Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, 

tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika 

penilaian. 
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BAB II: 

Bab ini berisi penjelasan mengenai penerapan teori locus delicti dalam 

menentukan kewenangan relatif pengadilan, yang meliputi: pengertian locus 

delicti; teori locus delicti dalam hukum pidana antara lain teori tindakan badaniah 

(leer van delichamelijke daad), teori tempat bekerjanya alat (leer van het 

instrument), teori akibat dari tindakan (leer van het gevolg), dan teori tempat yang 

jamak (leer van de meervoudige tijd); kewenangan mengadili pengadilan terkait 

teori locus delicti antara lain pengertian kewenangan mengadili (kewenangan 

absolut dan relatif), kewenangan mengadili secara relatif berdasarkan KUHAP, 

dan kewenangan mengadili secara  relatif berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009 

Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

 

BAB III: 

Bab ini menguraikan tentang kewenangan mengadili pengadilan dalam perkara 

tindak pidana korupsi, yang meliputi: tindak pidana korupsi antara lain pengertian 

tindak pidana korupsi dan sejarah regulasi tindak pidana korupsi di Indonesia; 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia antara lain latar belakang dan 

dasar hukum pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupi serta tugas dan 

wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; dan kewenangan Pengadilan 

Negeri dalam mengadili perkara korupsi antara lain mengenai kedudukan 

Pengadilan Negeri dalam sistem peradilan di Indonesia, kewenangan Pengadilan 

Negeri dalam mengadili perkara korupsi sebelum dan setelah UU No. 46 Tahun 

2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.  

 

BAB IV: 

Bab ini membahas tentang Putusan No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. yang 

meliputi: kasus posisi pada studi kasus, dissenting opinion anggota Majelis Hakim 

pada putusan tersebut, dan analisa putusan tersebut terkait kewenangan mengadili 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap 

kasus posisi. 
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BAB V : 

Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan 

sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, serta 

saran yang diberikan terkait permasalahan yang terjadi berdasarkan Putusan 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 20/Pid. B/TPK/2010/PN.JKT.PST.  
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BAB 2 

PENERAPAN TEORI LOCUS DELICTI DALAM MENENTUKAN 

KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN 

 

2.1 Pengertian Locus Delicti 

Locus delicti menurut Black’s Law Dictionary adalah, “the place where an 

offense is commited; the place where the last event necessary to make the actor 

liable occurs”1. Menurut pengertian tersebut locus delicti merupakan tempat 

dimana suatu tindak pidana terjadi; tempat dimana kejadian (tindak pidana) dapat 

menyebabkan pelaku harus bertanggung jawab. Kepentingan untuk mengetahui 

tempat tindak pidana adalah untuk menjawab pertanyaan apakah sesuatu tindak 

pidana terjadi di wilayah Indonesia atau di luar Indonesia2

Pengertian locus delicti tidak diatur dalam KUHP, definisinya diserahkan 

pada ilmu (teori) dan yurisprudensi

, dan pengadilan mana 

yang berwenang untuk mengadili sesuatu perkara. 

3.  Persoalan tentang tempat tindak pidana 

merupakan hal penting sehubungan dengan perumusan KUHP seperti antara lain: 

di muka umum4, pekarangan tertutup5, di tempat yang dilalui orang6

                                                 
 

1Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 7th Edition, (St. Paul Minn: West Group, 
1999), hal 951. 

 
2Indonesia (b), op. cit., Pasal 2 – Pasal 8. 
 
3Utrecht, op. cit., hal 233. 
 
4Ibid., Pasal 156, Pasal 170, Pasal 492. 
 
5Ibid., Pasal 167. 
 
6Ibid., Pasal 495. 
 

, di atas 

perahu Indonesia atau kapal Indonesia dan lain sebagainya. Pemahaman mengenai 

locus delicti juga penting untuk dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut: 

Penerapan pasal..., Lidya Manalu, FH UI, 2011. 
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a. Menentukan berlakunya undang-undang pidana nasional dalam hal 
konkrit, dan 

b. Menyelesaikan kompetensi relatif (misalnya, menentukan Pengadilan 
Negeri Jakarta yang berkuasa mengadili perkara yang bersangkutan 
ataukah yang berkuasa ialah Pengadilan Negeri Bandung apabila 
pembuat ada di Bandung sedangkan penyelesaian delik yang 
dilakukannya ada di Jakarta?)7

 
2.2  Teori Locus Delicti dalam Hukum Pidana 

. 

Pada umumnya tempat sesuatu tindak pidana adalah tempat tindak pidana 

itu telah dilakukan oleh pelaku dan ketika itu pula telah sempurna (voltooid) 

semua unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Tetapi dalam kenyataannya unsur 

tindakan/perbuatan dan unsur akibat pada suatu delik tidak selalu terjadi secara 

bersamaan, sehingga menjadi persoalan dalam menentukan tempat terjadinya 

tindak pidana. Dalam praktik, biasanya persoalan ini diselesaikan secara kasuistis 

(kejadian demi kejadian) tergantung delik yang terjadi pada kasus.8

Menentukan tempat suatu perbuatan pidana dilakukan merupakan 

persoalan yang sulit. Awalnya suatu delik dimulai dengan perbuatan atau tingkah 

laku tertentu, contohnya mengambil barang orang lain dalam hal pencurian atau 

merampas nyawa orang lain dalam hal pembunuhan. Perbuatan tersebut kadang-

kadang dilaksanakan dengan bantuan suatu alat, yang dapat bekerja pada waktu 

dan/atau tempat yang lain dari tempat di mana si pelaku memasang alat itu 

(contoh. merampas nyawa orang lain dengan melakukan pengeboman). Akhirnya 

perbuatan tersebut kadang-kadang menimbulkan akibat timbul pada waktu yang 

lain dan/atau di tempat yang lain dari waktu dan/atau tempat di mana si pelaku 

melakukan tingkah lakunya (contoh. merampas nyawa orang lain dengan 

menggunakan racun).

  

9

                                                 
 
7Utrecht, op. cit., hal 233-234. 
 
8S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, cet. ke-2, 

(Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hal 113. 
 
9J. M. van Bemmelen, Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Materiil Bagian Umum, (Jakarta: 

Binacipta, 1979), hal  

 Oleh karena itu dalam hukum pidana dikenal beberapa 

teori untuk menentukan locus delicti suatu tindak pidana. 
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2.2.1 Teori Perbuatan Materiil (Leer van Delichamelijke daad) 

Menurut teori ini maka yang menjadi locus delicti ialah tempat dimana 

pelaku melakukan perbuatan yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang 

bersangkutan. Pendapat ini dianut oleh Hoge Raad dalam keputusannya tertanggal 

16 Oktober 1899, W (Belanda). Nr. 7347. Dengan keputusan ini Hoge Raad 

menerima teori perbuatan materiil.10

Beberapa saudagar bangsa Belanda, yang bertempat tinggal di Amsterdam 
hendak mendapatkan barang perindustrian negara Perancis. Mereka 
berusaha mendapatkan barang itu secara menipu. Kepada pabrik yang 
membuat barang yang hendak diperoleh itu, yang ada di Perancis, 
dikirimkan surat-surat yang memuat keterangan-keterangan palsu. Direksi 
pabrik, yang tidak paham akan palsunya keterangan-keterangan tersebut, 
mengirimkan barang yang diminta ke kota Amsterdam. Timbul 
pertanyaan: Dimanakah delik penipuan ini terjadi? Di Amsterdam atau 
Perancis? Perancis menjadi tempat di mana delik ini diselesaikan dan 
Amsterdam menjadi tempat di mana pelaku melakukan perbuatan itu. 
Hoge Raad berpendapat bahwa apabila perbuatan-perbuatan tersebut tidak 
dilakukan saudagar-saudagar itu, maka sudah tentu delik penipuan tersebut 
tidak terjadi. Maka Hoge Raad menentukan Amsterdam sebagai locus 
delicti.

 Adapun kasus pada putusan Hoge Raad 

tersebut adalah sebagai berikut:  

 
 
 

11

Menurut teori ini, locus delicti adalah tempat dimana pelaku melakukan 

perbuatan yang menyebabkan terjadinya delik (perbuatan materiil, lichamelijke 

daad). Waktu dan tempat delik harus sama dan hanya waktu ketika perbuatan 

materiil dilakukanlah yang dapat menjadi waktu delik. Di samping itu, inti tiap-

tiap delik adalah perbuatan-perbuatan yang tujuannya bertentangan dengan 

peraturan yang dibuat pemerintah (undang-undang). Oleh sebab itu, hanya tempat 

dimana perbuatan-perbuatan materiil dilakukanlah yang dapat menjadi locus 

delicti, sedangkan tempat dimana delik diselesaikan tidaklah penting.

 
 
 
 

12

                                                 
 

10Utrecht, op. cit., hal 234 
 

11Ibid. 
 

12Ibid., hal 235. 
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Beberapa ahli hukum pidana berpendapat bahwa masih terdapat 

kelemahan dalam teori perbuatan materiil sebab teori ini tidak dapat memberi 

penyelesaian dalam hal tindak pidana yang termasuk dalam delik materiil dan 

delik omissionis sungguh-sungguh13 yang termasuk dalam delik formil. Tempat 

dilakukannya tindak pidana dalam delik omissionis sungguh-sungguh pada 

umumnya tidaklah penting (irrelevant) dan sangat sulit dibuktikan.14

2.2.2 Teori Alat yang Dipergunakan (Leer van het Instrument) 

 

 

Menurut teori alat yang dipergunakan, maka delik dilakukan di tempat 

dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya (op de plaats alwaar het 

instrumenr zijn uitwerking heeft). Teori ini dianut Hoge Raad dalam 

keputusannya tertanggal 6 April 1915, NJ 1915.15

Pada waktu Perang Dunia ke-1 (1914-1918), dilarang memasukkan kuda 
ke dalam wilayah negara Jerman. Tetapi seorang penyelundup 
(smokkelaar) mengakali hal tersebut. Ia menyeberangi perbatasan antara 
Belanda dan Jerman sedangkan kuda yang hendak dimasukkannya 
ditinggalkan di wilayah negera Belanda sangat dekat di sebelah perbatasan 
tersebut. Kemudian penyelundup tersebut menggunakan tali untuk 
menarik kuda tersebut ke dalam wilayah Jerman. Penyelundup tersebut 
mengemukakan pembelaannya di muka hakim dengan mengatakan bahwa 
ia tidak dapat dihukum karena ketika ia menarik kuda itu ke dalam 
wilayah Jerman ia berdiri di atas wilayah Jerman. Hoge Raad tidak dapat 
membenarkan pendapat itu. Oleh Hoge Raad dikatakan “dat men zeer 

 Adapun kasus pada putusan 

Hoge Raad tersebut adalah sebagai berikut: 

 
 
 

                                                 
 
13Delik omissionis adalah pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan atau tidak 

membuat sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang. Delik omissionis dibagi dua, yaitu 
delik omissionis sungguh-sungguh (eigenlijke omissie-delicten), yaitu  tindakan tidak melakukan 
sesuatu yang diperintahkan undang-undang pidana yang secara khusus diancam dengan pidana 
(contoh. Pasal 164 KUHP, Pasal 165 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 522 KUHP); dan delik 
omissionis yang tidak sungguh-sungguh (oneigenlijke omissie-delicten, delicta commissionis per 
omissionem). yaitu delik yang terjadi apabila perbuatan tidak melakukan sesuatu yang 
diperintahkan undang-undang tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh 
undang-undang pidana (contoh. Pasal 194 KUHP dan Pasal 338 KUHP). 
 

14Utrecht, op. cit., hal 235-236. 
 

15Ibid., hal. 236. 
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goed door tusschenkomst van een instrument kan handelen op een andere 
plaats, dan waar men zich bevindt”.16

Tindak pidana dianggap terjadi di Belanda, dengan alasan bekerjanya tali 

tersebut di Belanda.

 
 
 
 

17 Dalam keputusan Hoge Raad, maka yang menjadi locus 

delicti ialah tempat di mana ada “uitwerking” alat yang dipergunakan itu. Teori ini 

muncul sebagai suatu tambahan (aanvuling) terhadap teori perbuatan materiil 

yang oleh beberapa ahli hukum pidana dirasa masih memiliki kelemahan.18 Dalam 

hal ini ada kalanya teori yang pertama (teori perbuatan materiil) harus diutamakan 

dari teori ini, karena teori ini adalah pelengkap yang dipakai tergantung kasus dan 

kebutuhan penerapan ketentuan pidana Indonesia di Indonesia.19

2.2.3 Teori Akibat (Leer van het Gevolg) 

 

 

Terkadang teori alat yang dipergunakan juga tidak selalu dapat memberi 

penyelesaian apabila tidak ada alat yang dipergunakan. Maka dari itu dalam 

hukum pidana dikenal suatu teori lanjutan (verder gaande trap), yaitu teori akibat. 

Menurut teori ini maka tempat timbulnya akibat suatu perbuatan pidana (plaats 

van het gevolg) menjadi locus delicti.20

S dan R sama-sama makan di restoran di Singapura kemudian di sana S 
membubuhkan racun dalam makanan R. Kemudian S dan R sama-sama 
berlayar ke Medan, Indonesia. Beberapa hari kemudian setelah menderita 
sakit,  R meninggal di Medan yang  menurut dokter sebagai akibat 
keracunan beberapa hari yang lalu. Dengan menggunakan teori ini, S dapat 
diadili oleh Pengadilan Negeri Medan. Apabila S berkewarganegaraan 
Indonesia tentu tidak ada kesulitan, karena telah diatur dalam Pasal 5 

 

Contoh teori akibat adalah pada kasus berikut:  

 
 
 

                                                 
 
16Ibid. 
 
17Sianturi, op. cit., hal 114. 

 
18Utrecht, op. cit., hal 237. 

 
19Sianturi, loc. cit. 
 
20Utrecht, op. cit., hal 237-238. 
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KUHP, termasuk apabila ia menjadi warga negara Indonesia setelah 
kejadian tersebut terjadi. Namun apabila S bukan warga negara Indonesia 
namun berdomisili di Indonesia maka dapat digunakan teori ini untuk 
dapat menerapkan ketentuan pidana pada S.21

Hazewinkel – Suringa dalam bukunya mengemukakan beberapa keberatan 

terhadap teori ini. Misalnya, A melukai B pada tanggal 1 Februari, pada tanggal 2 

Februari A meninggal dunia karena kecelakaan lalu-lintas. Pada tanggal 3 

Februari B meninggal karena luka-luka berat yang diderita akibat serangan A. 

Berdasarkan teori akibat, maka A melakukan delik setelah ia meninggal, sehingga 

perbuatan A tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

 
 
 
 

22

Namun demikian, teori ini juga memiliki memiliki kelebihan dalam 

penggunaannya. Misalnya dalam hal tindak pidana penipuan, dimana definisi 

perbuatan menipu adalah seseorang melepaskan barang yang diminta karena 

muslihat orang lain (penipu). Apabila seorang asing di luar negeri membuat 

seorang Indonesia di Indonesia melepaskan suatu benda tertentu, perkara ini 

hanya dapat diselesaikan dengan memakai teori akibat.

 

23

2.2.4 Teori Tempat yang Jamak (Leer van de Meervoudige Tijd) 

 

 

Menurut ajaran ini tempat tindak pidana adalah gabungan dari teori-teori 

yang dijelaskan sebelumnya. Teori ini sangat sering digunakan di negara-negara 

yang luas dan sulit perhubungan/pengangkutan, terutama di bagian pedalaman. 

Penggunaan teori ini sangat dibutuhkan terutama dalam tindak pidana penghinaan 

dengan media cetak maupun radio jarak jauh.24

Beberapa ahli hukum pidana, seperti Hazewinkel-Suringa, Zevenbergen, 

dan Noyon-Langemeijer sepakat dengan penggunaan ketiga teori sebelumnya 

secara teleologis, dengan alasan bahwa dalam menentukan kewenangan relatif 

 

                                                 
 
21Sianturi, op. cit., hal 114. 
 
22Utrecht, op. cit., hal 238. 

 
23Ibid. 

 
24Sianturi, op. cit., hal 115. 
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pengadilan yang berhak menangani perkara biasanya digunakan teori perbuatan 

materiil karena biasanya di tempat perbuatan dilakukan juga terdapat bukti-bukti 

yang paling jelas. Hal ini penting terutama kalau bukti-bukti tersebut harus 

diperoleh dari saksi-saksi yang tinggal di tempat di mana perbuatan dilakukan. 

Sementara itu, dalam hal berlakunya undang-undang pidana nasional untuk 

mencegah terjadinya ancaman terhadap tata tertib nasional yang datang dari luar 

negeri, maka teori yang paling cocok digunakan adalah teori alat yang 

dipergunakan atau teori akibat.25

Dengan demikian apabila ketiga teori tersebut dipakai secara serentak 

(tegelijkertijd), maka ada tiga locus delicti. Dalam hal terjadi kasus demikian 

maka hakim pidana diberi kemerdekaan memilih antara tiga locus delicti tersebut 

(meervoudige locus delicti).

 

26

A melakukan penghinaan melalui tulisan di koran Jakarta terhadap B yang 
berada di Ambon, yang mana koran tersebut juga beredar di Ambon. Maka 
tindak pidana dapat dianggap terjadi di Jakarta maupun di tempat lain di 
mana koran tersebut beredar. Dengan demikian apabila A dan B bertempat 
tinggal sementara di Surabaya setelah tindak pidana tersebut terjadi, maka 
B dapat melaporkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya.

 Teori ini dapat digunakan pada contoh kasus 

sebagai berikut. 
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Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kewenangan 

pengadilan untuk mengadili dimasukkan ke dalam kategori kekuasaan kehakiman, 

sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 

Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tugas 

pengadilan yang dijelaskan dalam ketentuan tersebut dirinci ke dalam kegiatan-

 
 

2.3 Kewenangan Mengadili terkait Teori Locus Delicti 

2.3.1 Pengertian Kewenangan Mengadili 

                                                 
 
25Utrecht, op. cit., hal 239. 

 
26Ibid. 
 
27Sianturi, loc. cit. 
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kegiatan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan itu, berarti 

pengadilan melakukan penegakan hukum.28

Kewenangan yang demikian ini, apabila dikaitkan dengan UU No. 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), tersebar pula di dalam 

beberapa pasal undang-undang yang bersangkutan, yang sifatnya distributif.

 

29 

Mengenai kekuasaan atau kewenangan (kompetensi) untuk mengadili ini, dalam 

ilmu hukum dikenal dua macam kekuasaan, yaitu30

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pemberian kekuasaan 

mengadili (attributie van rechtsmacht) kepada suatu pengadilan (Pengadilan 

Negeri), bukan kepada pengadilan lain. Kewenangan ini di sebut dengan 

kewenangan absolut, karena hanya dimiliki oleh pengadilan tertentu, tidak 

kepada pengadilan lain. 

: 

2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan 

mengadili (distributie van rechtsmacht) di antara masing-masing pengadilan. 

Kewenangan ini disebut dengan kewenangan relatif, karena apabila sudah 

dapat dipastikan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara pidana 

adalah Pengadilan Negeri pada tingkat pertama, bukan pengadilan lain, maka 

yang dipersoalkan adalah Pengadilan Negeri mana yang berwenang. 

   

2.3.1.1 Kewenangan Absolut 

Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai wewenang tertentu, 

khusus untuk mengadili hal-hal yang telah ditentukan undang-undang bagi setiap 

lingkungan. Apa yang menjadi wewenang mengadili bagi satu lingkungan 

peradilan, dengan sendirinya menjadi kekuasaan mutlak bagi lingkungan 

peradilan yang bersangkutan, lingkungan peradilan yang lain tidak berwenang 

untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal inilah yang disebut kewenangan 

absolut.31

                                                 
 
28Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, Cet. 

ke-10, (Bandung: Angkasa, 1990), hal 148. 
 

29Ibid. 
 

30Ibid., hal 153. 
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Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 

Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang 

sekarang telah dicabut dan diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan diatur pada Pasal 18), Kekuasaan Kehakiman yang 

berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dilaksanakan oleh beberapa lingkungan 

peradilan yang terdiri dari:32

a. Peradilan Umum, diatur oleh Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum, berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan pidana 

khusus) dan perdata. 

 

b. Peradilan Agama, diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), berwenang mengadili 

perkara perkawinan, kewarisan (meliputi hibah dan wasiat berdasarkan hukum 

Islam), wakaf, dan shadaqah bagi yang beragama Islam. 

c. Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 

Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara, berwenang mengadili sengketa tata usaha negara. 

d. Peradilan Militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer, berwenang mengadili perkara pidana yang 

terdakwanya merupakan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

berdasarkan pangkat tertentu. 

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah MA ini merupakan 

penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang secara konstitusional 

bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, 

dalam kedudukannya sebagai Peradilan Negara di Indonesia, yang terbagi dan 

                                                                                                                                      
 
31Harahap (a), op. cit., hal 91-92.  

 
32M. Yahya Harahap (b), Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 181. 
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terpisah menurut yurisdiksi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 

jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004.33

Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewenangan absolut pengadilan 

dalam memeriksa suatu perkara maka Penasihat Hukum dapat mengajukan 

eksepsi tidak berwenang mengadili secara absolut (mutlak), karena apa yang 

didakwakan kepada terdakwa adalah di luar yurisdiksi (kewenangan) pengadilan 

tersebut. Contoh. Terdakwa yang diperiksa di Pengadilan Umum ternyata adalah 

seorang panglima ABRI, sehingga yang seharusnya berwenang memeriksa 

perkara tersebut adalah Peradilan Militer, bukan Peradilan Umum.

 

34 Eksepsi tidak 

berwenang mengadili secara absolut dapat diajukan setiap waktu selama 

persidangan.35

2.3.1.2 Kewenangan Relatif 

 

 

Peradilan tertentu hanya mempunyai kekuasaan dan wewenang mengadili 

pada suatu wilayah hukum tertentu. Setiap Pengadilan Negeri sudah ditentukan 

daerah hukum kekuasaannya, pada suatu wilayah daerah hukum tertentu dan 

hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi di daerah 

hukumnya. Wewenang dan kekuasaannya terbatas dalam ruang lingkup yang 

meliputi wilayah daerah hukumnya. Wewenang Pengadilan Negeri berdasarkan 

daerah hukumnya inilah yang dimaksud dengan kewenangan relatif.36

Pada prinsipnya untuk setiap ibukota Kabupaten atau Kota, didirikan 

sebuah Pengadilan Negeri, yang mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili 

dalam batas-batas daerah hukum pada wilayah Kabupaten atau Kota yang 

bersangkutan.

  

37

                                                 
 
33Ibid. 

 
34Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan 

Praktek, Cet. Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal 98. 
 
35Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata Iskandar, Hukum Acara Perdata dalam 

Teori dan Praktek, (Bandung: Alumni, 1985), hal 28. 
 
36Harahap (a), op. cit., hal 92. 
 
37Indonesia (d), Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 8 Tahun 2004 LN tahun 2004 No. 34, TLN No. 
4379, Pasal 4 ayat (1). 

 Demikian juga halnya dengan dengan Pengadilan Tinggi, 
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mempunyai wewenang mengadili terbatas dalam daerah hukum tingkat satu yang 

bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pembentukan Pengadilan Tinggi yang 

didirikan untuk setiap daerah propinsi atau daerah tingkat satu.38

Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewenangan mengadili secara relatif 

maka Penasihat Hukum dapat mengajukan eksepsi tidak berwenang mengadili 

secara relatif. Contoh. Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri 

Jakarta Timur, padajal pada surat dakwaan dinyatakan bahwa Terdakwa 

bertempat tinggal dan melakukan tindak pidana di Bekasi, sehingga pengadilan 

yang seharusnya berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Bekasi. Maka 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili 

perkara.

 

39

Kewenangan relatif pengadilan sangat berhubungan erat dengan locus 

delicti pada suatu kasus. Oleh karena itu Penasihat Hukum harus mencermati isi 

surat dakwaan Penuntut Umum dalam menyatakan locus delicti suatu perkara agar 

dapat mengajukan eksepsi dengan tepat, karena eksepsi mengenai kewenangan 

relatif hanya dapat diajukan pada sidang pertama setelah Penuntut Umum 

membacakan dakwaannya. Eksepsi mengenai kewenangan relatif tidak harus 

ditetapkan dalam putusan sela (interlacutoir vonis) terlebih dahulu, tetapi dapat 

diperiksa dan diputus bersama pokok perkara, tergantung pada kebijaksanaan 

hakim.

 

40

2.3.2 Kewenangan Mengadili secara Relatif berdasarkan KUHAP 

 

. 

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai kewenangan 

relatif Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang berwenang mengadili suatu 

perkara. Pedoman menentukan kewenangan mengadili secara relatif merujuk 

kepada pasal-pasal yang diatur dalam Bab X KUHAP. Pada Bab X KUHAP 

                                                                                                                                      
 

38Ibid., Pasal 4 ayat (2). 
 
39Makarao, loc. cit. 

 
40Darwan Prints, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, (Jakarta: Djambatan, 1989), 

hal 103. 
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diatur pedoman menentukan kewenangan mengadili secara relatif baik bagi 

Pengadilan Negeri41 maupun bagi Pengadilan Tinggi42 dan Mahkamah Agung43

a. Tindak pidana dilakukan (locus delicti)

. 

Pembahasan ini menitikberatkan pada kewenangan mengadili secara relatif 

pada Pengadilan Negeri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84-86 KUHAP. 

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam ketiga pasal tersebut, ada beberapa 

kriteria yang digunakan Pengadilan Negeri sebagai landasan untuk menentukan 

kewenangan mengadili suatu perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum, antara 

lain sebagai berikut: 
44

Inilah asas atau kriteria yang pertama dan utama. Pengadilan Negeri 

berwenang mengadili setiap perkara pidana yang dilakukan dalam daerah 

hukumnya. Asas atau kriteria yang dipergunakan pada Pasal 84 ayat (1) ini ialah 

“tempat tindak pidana dilakukan” atau disebut locus delicti.

 

45

Pengadilan Negeri meneliti dengan seksama apakah tindak pidana itu 

terjadi di wilayah hukumnya. Apabila dari hasil penelitian ternyata perbuatan 

tindak pidana dilakukan di luar wilayah hukumnya, maka Pengadilan Negeri 

tersebut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dan Ketua 

Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyerahkan surat pelimpahan perkara 

tersebut kepada Pengadilan Negeri yang dianggapnya berwenang, dengan jalan 

mengeluarkan surat “penetapan”.

 Pembahasan 

mengenai teori-teori yang digunakan dalam menentukan locus delicti pada suatu 

tindak pidana telah dibahas pada subbab sebelumnya. 

46

                                                 
 
41Indonesia (b), op. cit., Pasal 84-86. 
 
42Ibid., Pasal 87. 
 
43Ibid., Pasal 88. 

 
44Ibid., Pasal 84 ayat (1). 
 
45Harahap (a), op. cit., hal 96. 

 
46Indonesia (b), op. cit., Pasal 148 ayat (1). 

 Surat penetapan itu menjelaskan alasan bahwa 

yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri lain karena tindak 

pidana dilakukan di daerah hukumnya. 
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b. Tempat Tinggal Terdakwa dan Tempat Kediaman Sebagian Besar 

Saksi yang Dipanggil.47

Asas kedua menentukan kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal 

sebagian besar saksi. Jika saksi yang hendak dipanggil “sebagian besar” 

bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu Pengadilan Negeri maka 

Pengadilan Negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili. 

Asas ini sekaligus mengecualikan atau menyingkirkan asas locus delicti yang 

diatur Pasal 84 ayat (1) KUHAP.

 

48

1. Apabila Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri di 

mana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal. 

 Penerapan asas tempat kediaman dapat terjadi 

dalam hal-hal sebagai berikut. 

2. Tempat kediaman terakhir Terdakwa. 

3. Tempat Terdakwa diketemukan. 

4. Tempat Terdakwa ditahan. 

Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mengatur pengecualian atas asas locus 

delicti lebih menitikberatkan kepentingan kepraktisan pemeriksaaan persidangan 

dengan jalan memberi pedoman yang mana para saksi lebih mudah memenuhi 

panggilan. Cara ini dapat dinilai sebagai aturan yang bersifat realistis dan 

sekaligus terkandung perhitungan terhindarnya hambatan pemeriksaan para saksi 

yang akan di dengar.49

c. Kewenangan Relatif Sehubungan dengan Beberapa Tindak Pidana 

dalam Daerah Hukum Berbagai Pengadilan Negeri.

 

 

50

Dalam Pasal 84 ayat (3) KUHAP walaupun tidak dinyatakan secara tegas, 

bahwa apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang “yang 

satu dengan yang lainnya tidak ada sangkut pautnya” dalam daerah hukum 

berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing 

 

                                                 
 
47Indonesia (b), op. cit., Pasal 84 ayat (2). 

 
48Harahap, op. cit., hal 99. 

 
49Ibid., hal 101. 
 
50Indonesia (b), op. cit., Pasal 84 ayat (3) dan ayat (4). 
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berwenang mengadili perkara pidana itu tanpa ada kemungkinan untuk 

menggabungkan perkara-perkara yang bersangkutan.51

Sebaliknya Pasal 84 ayat (4) KUHAP membuka kemungkinan 

penggabungan beberapa tindak pidana yang satu dengan yang lainnya ada sangkut 

pautnya, yang dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan 

Negeri. Misalnya, seseorang telah membeli dan menguasai senjata api ilegal di 

Jakarta, yang kemudian dipergunakan untuk membunuh orang di Bandung. Maka 

baik Pengadilan Negeri Jakarta maupun Pengadilan Negeri Bandung berwenang 

mengadili perkara-perkara tersebut dan terbuka untuk menggabungkan perkara-

perkara yang bersangkutan.

 

52

d. Wewenang Mengadili berdasarkan Penetapan atau Penunjukan 

Menteri Kehakiman

 

 

53

Kewenangan mengadili berdasarkan penetapan atau penunjukan Menteri 

Kehakiman, berupa “pengalihan” kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri 

kepada Pengadilan Negeri yang lain. Pengalihan yang dimaksud terjadi apabila 

keadaan daerah “tidak mengizinkan” untuk mengadili suatu perkara. Artinya, 

suatu Pengadilan Negeri mengalami kesulitan tugas operasional peradilan, 

berhubung karena keadaan daerah tidak mengizinkan.

 

54 Yang dimaksud dengan 

“keadaan daerah tidak mengizinkan” ialah antara lain karena tidak amannya 

daerah atau adanya bencana alam.55 Pada praktiknya, pengalihan atau perwalian 

wewenang mengadili kepada Pengadilan Negeri lain dititikberatkan pada 

kesulitan teknis operasional di lapangan, terutama didasarkan pada kesulitan 

jangkauan komunikasi.56

                                                 
 

51Sabuan, op. cit., hal 154. 
 
52Ibid., hal 154-155. 
 
53Indonesia (b), op. cit., Pasal 85. 
 
54Harahap, op. cit., hal 107. 
 
55Indonesia (b), op. cit., Penjelasan Pasal 85. 

 
56Harahap, loc. cit. 
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 Terjadi perubahan pada fungsi administratif, organisatoris, dan finansial 

badan-badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan 

tata usaha negara sejak diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999 tentang 

Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman. Badan peradilan tersebut mulanya berada di bawah masing-masing 

Departemen yang bersangkutan57 (peradilan umum berada di bawah Departemen 

Kehakiman yang sekarang sudah diubah menjadi Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia) sekarang menjadi di bawah kekuasaan  Mahkamah Agung dengan 

diundangkannya undang-undang tersebut58

Kewenangan menetapkan atau menunjuk pengadilan yang mulanya 

merupakan kewenangan Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh Menteri 

Kehakiman (sekarang disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) sekarang 

menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Pada praktiknya, penerapan perubahan 

ini menimbulkan pandangan yang berbeda-beda di antara ahli hukum. Ada 

pendapat yang menyatakan bahwa KUHAP sebagai patokan hukum acara di 

Indonesia merupakan hukum yang kaku (rigid) yang harus dipatuhi sebagaimana 

adanya demi hak asasi manusia yang tercermin dalam asas equality before the 

law, yaitu semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum

. Perubahan fungsi administratif, 

organisatoris, dan finansial tersebut salah satunya berdampak pada wewenang 

menetapkan atau menunjuk pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu 

perkara.  

59

                                                 
 
57 Indonesia (e), Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1970 LN tahun 1970 No. 74, TLN No. 2951, Pasal 10 ayat (1) jo. 
Pasal 11 ayat (1) 

 
58Indonesia (f), Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 35 Tahun 1999 LN tahun 
1999 No. 147, TLN No. 3879, Pasal 11 ayat (1). 
 

59Wawancara dengan Bapak Suwidya, S.H., LL.M., Hakim sekaligus Humas pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa 21 Juni 2011 Pkl 09.00 WIB. 

. Hal ini 

menyebabkan munculnya pendapat bahwa sepanjang bunyi ketentuan di dalam 

Pasal 85 KUHAP belum dirubah untuk disesuaikan dengan maksud perubahan 

sebagaimana yang dimaksud oleh UU nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan 

atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,  
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maka Pasal 85 KUHAP harus dibaca sesuai dengan yang tertulis60. Ada 

pertentangan antara pandangan tersebut dengan asas lex posteriori derogat legi 

priori (peraturan yang baru menyampingkan peraturan yang lama)61

e. Wewenang Mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berdasarkan 

Undang-Undang.

, yang menilai 

bahwa UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai undang-undang baru 

menyampingkan ketentuan dalam KUHAP mengenai penetapan atau penunjukan 

pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara . 

 

62

Khusus bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, undang-undang sendiri 

memberi wewenang kepadanya untuk mengadili tindak pidana “yang dilakukan di 

luar negeri”, perkaranya dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia. Jadi 

bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di samping memiliki kewenangan 

mengadili yang diatur berdasarkan Pasal 84 KUHAP, juga mempunyai wewenang 

khusus berdasarkan undang-undang untuk mengadili tindak pidana yang 

dilakukan di luar negeri, sepanjang perbuatan tersebut dapat diadili menurut 

hukum negeri Republik Indonesia.

 

63

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) Indonesia menganut 

asas personalitas aktif (actieve personaliteitsstelsel, personaliteits, 

nationaliteitsbeginsel)

 

64 dan asas personalitas pasif (beschermingsbeginsel, 

realprinzip, schutz prinzip)65

                                                 
 

60Nota Keberatan Tim Advokat Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, “Déjà vu Persidangan 
dengan Tuduhan Klasik”, (Nota Keberatan dibacakan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan, Jakarta, 24 Februari 2011). 

 
61 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi Kelima, Cet. Ke-1, 

(Yogyakarta: Liberty, 2003), hal 94. 
 

62Indonesia (b), op. cit., Pasal 86. 
 

63Harahap, op. cit., hal 108. 
 

64Disebut juga dengan asas kebangsaan atau asas nasionalitas aktif, menurut asas ini 
undang-undang pidana yang berlaku di suatu negara tetap dapat diberlakukan terhadap warga 
negaranya dimanapun mereka berada, bahkan jika seandainya mereka berada di luar negeri. 

 
 

, yang membuka kemungkinan tindak pidana yang 
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dilakukan di luar negeri dapat diadili menurut  KUHP Republik Indonesia. Oleh 

karena itu maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadilinya 

dengan maksud agar peradilan perkara pidana tersebut dapat berjalan mudah dan 

lancar.66

2.3.3 Kewenangan Mengadili secara Relatif berdasarkan UU No. 46 Tahun 

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

 

 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang 

berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang 

memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang 

penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum.67 Oleh karena Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi merupakan bagian dari lingkungan Peradilan Umum yang 

memeriksa dan mengadili perkara pidana maka pemeriksaan di sidang Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku 

kecuali, ditentukan lain dalam UU No. 46 Tahun 200968

Hal-hal yang ditentukan lain dalam UU No. 46 Tahun 2009 yang 

merupakan kekhususan hukum acara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

tersebut antara lain

. 

69

a. Mengenai penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil 

ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; 

: 

b. Mengenai komposisi Majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan 

baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi; 

c. Mengenai jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana 

korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan; 

                                                                                                                                      
 
65Oleh Prof. Simons disebut sebagai Prinzip der beteiligten Rechtsordnung atau asas 

perlindungan, menurut asas ini berlakunya undang-undang pidana suatu negara tidak bergantung 
pada tempat di mana seorang pelaku telah melakukan tindak pidana melainkan bergantung pada 
kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. 
 

66Indonesia (b), op. cit., Penjelasan Pasal 86. 
 
67Indonesia (c), op. cit., Bagian Umum Penjelasan, Paragraf ke-3. 

 
68Ibid., Pasal 25. 
 
69Ibid., Bagian Umum Penjelasan Paragraf ke-5. 
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d. Mengenai alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti 

yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan; dan 

e. Mengenai adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Berdasarkan kekhususan hukum acara yang terdapat pada ketentuan UU 

No. 46 Tahun 2009 dapat dilihat bahwa ketentuan mengenai kewenangan relatif 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur secara lain dalam UU No. 46 

Tahun 2009. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 25 UU No. 46 Tahun 

2009 kewenangan relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur berdasarkan 

ketentuan hukum acara pidana yang terdapat di KUHAP, sebagaimana yang telah 

dibahas pada subbab sebelumnya. 

Terkait dengan kompetensi relatif, sebagaimana diamanatkan UU No. 46 

Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada 

setiap Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi70 yang daerah hukumnya meliputi 

daerah hukum provinsi yang bersangkutan71

Agar tidak terjadi kekosongan hukum pada saat UU No. 46 Tahun 2009 

berlaku, diatur mengenai masa transisi atau peralihan terhadap Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009.

 dengan demikian ketentuan 

mengenai kompetensi relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pun disamakan 

dengan ketentuan kompetensi relatif Pengadilan Negeri yang diatur di KUHAP. 

Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian dalam ketentuan mengenai 

kompetensi relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur 

dalam Ketentuan Peralihan pada UU No. 46 Tahun 2009. 

72

                                                 
 
70Ibid., Pasal 35 ayat (1). 

 
71Ibid, Pasal 35 ayat (2) 
 
72Ibid., Bagian Umum Penjelasan Paragraf ke-6. 

 

Peralihan tersebut khususnya mengenai waktu pembentukan Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada setiap Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi, yakni paling 
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lambat 2 tahun terhitung sejak UU No. 46 Tahun 2009 diundangkan, yaitu sejak 

29 Oktober 2009.73

Salah satu isi Ketentuan Peralihan pada UU No. 46 Tahun 2009 mengatur 

mengenai peralihan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu bahwa 

sebelum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terbentuk di suatu wilayah ibu kota 

provinsi maka tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut 

umum diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan

 

74

                                                 
 

73Ibid., Pasal 35 ayat (4). 
 

74Ibid., Pasal 36.  

. Dengan demikian tampak adanya pengecualian 

dalam menentukan pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan 

memutus pada perkara korupsi berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009, yang 

seharusnya dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat dialihkan ke 

Pengadilan Negeri. Contoh. Apabila suatu perkara korupsi terjadi di Medan maka 

seharusnya perkara tersebut diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi Medan, namun apabila di Pengadilan Negeri Medan belum 

terbentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan maka perkara tersebut dapat 

dialihkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk diperiksa, diadili, dan diputus. 

 Berdasarkan pemaparan teori dan pengaturan terkait di atas dapat 

disimpulkan bahwa penerapan teori locus delicti dalam menentukan tempat 

terjadinya tindak pidana sangat erat kaitannya dengan penentuan kewenangan 

relatif suatu pengadilan dalam mengadili perkara tindak pidana umum dan tindak 

pidana khusus, yaitu perkara tindak pidana korupsi. UU No. 46 Tahun 2009 

tentang Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara lain ketentuan mengenai 

penentuan kewenangan relatif pengadilan yang berwenang mengadili perkara 

korupsi sehingga digunakan ketentuan dalam KUHAP sebagai pedoman hukum 

acara di Indonesia. Pasal 84 ayat (1) KUHAP menggunakan asas tempat tindak 

pidana dilakukan (locus delicti) sebagai kriteria utama dalam menentukan 

kewenangan relatif suatu pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara. 
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BAB 3 

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI 

PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI 

 

3.1  Tindak Pidana Korupsi 

3.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Sebelum menguraikan mengenai pengertian tindak pidana korupsi, terlebih 

dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang-

undang menggunakan istilah straafbaarfeit untuk menyebutkan nama tindak 

pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit 

tersebut.1 Dalam bahasa Belanda straafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk 

kata, yaitu straafbaar (dapat dihukum) dan feit (sebagian dari kenyataan). Secara 

harfiah perkataan straafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat 

dihukum.2

1. Simons 

 

Selain dari arti secara harfiah, beberapa ahli hukum juga memberikan 

pendapatnya mengenai pengertian straafbaarfeit, antara lain: 

 
 
 

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang 
telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.” 

2. Pompe 
“Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang 
dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, 
yang mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting 

                                                 
 
1Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2007), hal 5. 
 

2Ibid. 
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demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 
umum.” 

3. Moeljatno 
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang 
mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 
melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan 
pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal 
saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan 
(yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, 
sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan 
kejahatan).”3

Setelah membahas pengertian tindak pidana, selanjutnya akan dibahas 

mengenai pengertian korupsi. Menurut Fockema Andreae

 
 
 
 

4 yang dikutip oleh Andi 

Hamzah pada bukunya “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional 

dan Internasional”, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau 

corruptus. Disebutkan pula bahwa corruptio itu berasal dari kata asal corrumpere 

yang merupakan kata Latin yang lebih tua. Kata Latin tersebut turun ke banyak 

bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Perancis, yaitu 

corruption; dan Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Arti harfiah dari kata korupsi 

ialah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan 

ketidakjujuran.5

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. 

Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan 

semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang 

busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan 

kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta 

penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan 

jabatannya.

 

6

                                                 
 

3Ibid., hal 5-7. 
 
4Fockema Andreae, Kamus Hukum, (Bandung: Bina Cipta, 1983), huruf c. Terjemahan 

Bina Cipta. 
 

5S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, 
Indonesia-Inggris, (Bandung: Hasta, 1976). 

 

 Seperti disimpulkan dalam Encyclopedia Americana, korupsi itu 
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adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut 

waktu, tempat, dan bangsa. Dengan pengertian korupsi secara harafiah itu 

dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu 

istilah yang sangat luas artinya.7

Bagi masyarakat Indonesia, bicara mengenai korupsi pasti yang dipikirkan 

hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap. Pendekatan yang 

dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam, dan artinya tetap 

sesuai walaupun masalah tersebut didekati dari berbagai aspek.

 

8 Baharuddin Lopa 

mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi 

dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang 

berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang 

kepentingan umum.9 Ia menguraikan pula bentuk korupsi lain, yang diistilahkan 

dengan political corruption (korupsi politik), yaitu korupsi pada pemilihan umum, 

termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah 

khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih.10

 

 

Dalam penelitian ini, tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah sebagaimana 

yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 

Tahun 2001. 

 

3.1.2 Sejarah Regulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna 

menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan 

sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan, 

yaitu:  

 

                                                                                                                                      
 
6Hartanti, op. cit., hal 9. 

 
7Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 

Internasional, Edisi ke-1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal 6. 
 

8Ibid. 
 
9Baharudin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, (Jakarta: Kompas, 2001). 

 
10Ibid.  
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a. KUHP 

Jika ditinjau dari sejarah perundang-undangan pidana korupsi, maka perlu 

menengok jauh ke belakang yaitu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(Wetboek van Strafrecht) yang berlaku sejak 1 Januari 1918. KUHP (W.v.S) 

sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia 

sesuai dengan asas konkordansi (diselaraskan dengan W.v.S tahun 1881 di 

Belanda), diundangkan dalam Stbl 1915 Nomor 752, berdasarkan KB 15 Oktober 

1915.11

Meskipun telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia, antara 

lain dengan jalan menyisipkan pasal-pasal tertentu yang dipandang sesuai dan 

memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia sendiri, unifikasi ini ditentang 

oleh banyak sarjana hukum Belanda sendiri. Hal yang menentang kodifikasi 

umumnya dari kalangan sarjana hukum adat seperti Ter Haar yang menghendaki 

agar kepada orang bukan Eropa (orang Indonesia) diberi suatu kodifikasi 

tersendiri.

 

12

Pengaturan di dalam KUHP sebenarnya mencakup juga ketentuan 

mengenai ancaman bagi orang yang melakukan delik jabatan dengan pidana, pada 

khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (ambtenaar) yang berkaitan 

dengan korupsi.

 

13 Meski sudah terdapat ketentuan mengenai tindak pidana 

korupsi dalam KUHP, pengaturan tersebut dirasa kurang efektif dalam 

mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi.14

                                                 
 

11Utrecht, op. cit., hal 49. 
 
12J.E Jonkers, Handboek van het Nederlandsch Indische Straftrecht, (Leiden: EJ. Brill, 

1946), hal 5. 
 

13Hartanti, op. cit., hal 23. 
 
14Ibid. 

 

Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna 

memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta 

menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. 
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b. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan 

Darat dan Laut) 

Munculnya Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat 

(Angkatan Darat dan Laut) berawal pada tanggal 14 Maret 1957 ketika seluruh 

teritorial Indonesia di darat, laut, dan udara dinyatakan dalam keadaan darurat 

perang (Saat Oolog van Belek) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 40 

Tahun 1957, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 1957 dengan Keppres No. 

225 Tahun 1057 keadaan darurat perang itu dicabut kembali dan seketika itu 

dinyatakan keadaan perang dengan UU No. 79 Tahun 1957.15 Setelah pernyataan 

perang telah disahkan dengan UU No. 79 Tahun 1957, maka penguasa perang 

sebagaimana yang disebut dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 74 Tahun 1957 

mempunyai kekuasaan membuat peraturan pemberantasan korupsi.16

Peraturan pemberantasan korupsi yang pertama ialah Peraturan Penguasa 

Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor 

Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.

 

17 Hal yang 

penting untuk diketahui dari peraturan-peraturan di atas ialah dipergunakannya 

istilah korupsi untuk pertama kalinya dalam khasanah sistem hukum Indonesia.18

Hal yang menarik dari ketentuan Peraturan Penguasa Perang Pusat 

(Angkatan Darat dan Laut) tersebut ialah tentang pengertian korupsi yang terdiri 

atas perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi lainnya

 

Peraturan-peraturan tersebut juga memberi batasan pengertian korupsi sebagai 

yaitu perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. 

19

                                                 
 

15Noor, loc. cit. 
 

16Ibid., hal 49. 
 

17Hamzah, op. cit., hal 39. 
 
18Dudu Duswara Machmudin (a), “Konsepsi, Visi, Misi, dan Strategi tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Varia Peradilan (April 2007): 22. 
 
19Peraturan Pemberantasan Korupsi Prn Penguasa Perang Pusat No. 

Prt/Peperpu/013/1958, Berita Negara Tahun 1958 No. 40, Pasal 2 dan Pasal 3. 

. Yang menarik dari 

peraturan ini adalah mengenai istilah perbuatan korupsi lainnya (korupsi bukan 

pidana). Perbuatan korupsi bukan pidana ini tidak diancam dengan hukuman 

pidana, namun Pengadilan Tinggi dapat merampas harta benda hasil perbuatan 
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korupsi itu atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda.20 Susunan, tugas, 

dan cara kerja Badan Koordinasi Penilik Harta Benda diatur lebih lanjut dalam 

Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat untuk 

Daerah Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0261/1958 tanggal 14 Mei 1958.21 

Perlu dikemukakan bahwa walaupun proses pelaksanaan peraturan ini tidak 

bersifat hukum pidana, namun juga tidaklah seperti proses perdata yang 

sesungguhnya, banyak yang bersifat hukum publik.22

Hal yang unik dari peradilan korupsi bukan pidana ini ialah bahwa putusan 

Pengadilan Tinggi atas permintaan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda untuk 

merampas harta benda yang disita adalah putusan pertama dan terakhir, artinya  

tidak dikenal upaya banding dan kasasi.

 

23 Selain itu dikenal semacam pembuktian 

terbalik terbatas, yaitu orang yang diperiksa harta bendanya oleh Pengadilan 

Tinggi wajib memberi keterangan secukupnya, bukan saja mengenai harta benda 

sendiri, tetapi juga mengenai harta benda orang lain yang dipandang erat 

hubungannya menurut ketentuan Pengadilan Tinggi.24

Tinjau mengenai hukum acara menurut ketentuan Peraturan Penguasa 

Perang Pusat tersebut antara lain adalah mengenai pengusutan dan penuntutan 

pada korupsi pidana. Dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut ditentukan 

bahwa mengenai pengaturan tentang pengusutan dan penuntutan pada korupsi 

pidana berlaku peraturan yang biasa, selama tidak ditentukan lain dalam Peraturan 

Penguasa Perang Pusat ini.

 

25 Yang dimaksud dengan peraturan biasa dalam 

ketentuan tersebut adalah HIR.26

                                                 
 

20Hamzah, op. cit., hal 46. 
 

21Ibid., hal 47. 
 

22Ibid., hal 50. 
 

23Peraturan Pemberantasan Korupsi Prn Penguasa Perang Pusat No. 
Prt/Peperpu/013/1958, Pasal 26 ayat (1). 

 
24Ibid., Pasal 22 ayat (1). 
 
25Ibid., Pasal 27. 

 
26Hamzah, op. cit., hal 56. 
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c. Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pengusutan, 

Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi 

Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang pemberantasan korupsi yang 

dibahas sebelumnya bersifat darurat, temporer, yang berlandaskan Undang-

Undang Keadaan Bahaya.27

Karena pada awalnya peraturan tersebut berbentuk peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang maka ketika dijadikan undang-undang tidak melalui 

tahap pembahasan di DPR.

 Dalam keadaan normal peraturan ini perlu dicabut, 

dan jika masih dibutuhkan adanya peraturan tindak pidana korupsi sebagai bagian 

dari hukum pidana khusus maka lebih baik peraturan tersebut berbentuk undang-

undang. Semula Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut berbentuk peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang, kemudian disahkan menjadi undang-

undang. 

28 Undang-undang ini merupakan perubahan dari 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 yang tertera 

dalam UU No. 1 Tahun 1961.29 Dalam undang-undang ini tidak ada lagi peraturan 

tentang perbuatan korupsi bukan pidana, karena dalam hal-hal seperti itu terbuka 

kemungkinan bagi pemerintah untuk menggugat perdata melalui Pasal 1365 

KUHPerdata.30

Pada masa dibentuknya undang-undang ini mulai dibentuk lembaga yang 

menangani masalah korupsi

 

31. Pada tanggal 2 Desember 1967 melalui Keputusan 

Presiden No. 228/1967 dibentuk lembaga yang diberi nama Tim Pemberantasan 

Korupsi.32 Tugas lembaga ini adalah membantu pemerintah memberantas korupsi 

dalam bentuk pencegahan (preventif) dan penindakan (represif)33

                                                 
 

27Ibid., hal 59. 
 

28Ibid. 
 

29Hartanti, op. cit., hal 22-23. 
 
30Hamzah, loc. cit. 

 
31Machmudin (a), loc. cit. 

 
32Hartanti, op. cit., hal 99. 

 
33Machmudin (a), op. cit. 

. 
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Selain membentuk Tim Pemberantasan Korupsi, dibentuk pula Komisi 

Empat pada 31 Januari 1970 dengan terbit Keputusan Presiden No. 12/1970 

tentang Pembentukan Komisi Empat. Tugas Komisi Empat adalah menghubungi 

pejabat atau instansi swasta sipil atau militer, memeriksa dokumen administrasi 

pemerintah dan swasta, serta meminta bantuan aparatur pusat dan daerah.34 

Komisi Empat ini hanya “seumur jagung” yaitu sampai 1970.35 Tugas selanjutnya 

digantikan oleh Komisi Anti Korupsi (KAK) yang bertugas melakukan kegiatan 

diskusi dengan para pemimpin partai politik dan bertatap muka dengan Presiden. 

Usia KAK ini pun tidak lama, hanya berkisar dua bulan saja.36

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi 

  

 

Ketentuan UU No. 24 Tahun 1960 dalam perkembangannya dirasakan 

tidak mampu menyelamatkan keuangan dan perekonomian negara, maka undang-

undang tersebut diganti dengan UU No. 3 Tahun 197137. Dalam undang-undang 

ini terdapat beberapa kemajuan dalam perumusan tindak pidana korupsi secara 

materiil.Rumusan tindak pidana korupsi pada UU No. 3 Tahun 1971 dirasa lebih 

mudah dalam pembuktian.38

Mengenai lembaga pemberantasan korupsi, pada masa berlakunya undang-

undang ini dibentuk lembaga bernama Operasi Penertiban, terkenal dengan 

sebutan “Opstib”. Lembaga ini dibentuk melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 

1977

 

39. Tugas utama Opstib adalah membersihkan pungutan liar, penertiban 

“uang siluman”, penertiban aparat Pemerintah Daerah dan departemen. Lembaga 

ini bekerja efektif selama empat tahun (1977-1981).40

                                                 
 

34Hartanti, op. cit.  
 

35Machmudin (a), op. cit. 
 

36Ibid. 
 

37Noor, op. cit., hal 49. 
 

38Ibid. 
 

39Ibid., hal 99. 
 

40Machmudin (a), op. cit. 
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e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

Perkembangan zaman menyebabkan modus operandi perbuatan tindak 

pidana korupsi semakin canggih, orang-orang semakin berpendidikan dan 

mempunyai kekuasaan (power), sehingga UU No. 3 Tahun 1971 pun dirasa sudah 

tidak memadai lagi dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Untuk 

mengatasi hal tersebut maka sejak tanggal 16 Agustus 1999 dibuatlah UU No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.41 Salah satu hal yang 

baru dalam pengaturan pemberantasan korupsi secara mareriil pada undang-

undang ini adalah selain pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

10 huruf b KUHP, terdapat jenis pidana tambahan lainnya.42

Lembaga pemberantasan korupsi pada masa undang-undang ini 

diimplementasikan oleh Keputusan Presiden No. 27/1999 tentang Komisi 

Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Tugas utama dari lembaga 

ini adalah memeriksa kekayaan pejabat negara

 

43. Selanjutnya pada tahun 2000 

Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tentang 

Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korups (TGPTPK). Tugasnya 

adalah mengungkap kasus-kasus korupsi yang sulit ditangani oleh Kejaksaan 

Agung RI. Usia lembaga TGPTPK ini tidak berlangsung lama hanya sekitar satu 

tahun.44

f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

 

 

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

yang dibentuk pada masa pemerintahan B.J Habibie tidak berumur panjang, sebab 
                                                 
 

41Noor, op. cit., hal 50. 
 
42Indonesia (i), Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU 

No. 31 Tahun 1999 LN Tahun 1999 No. 140, TLN No. 3874, Pasal 18 ayat (1). 
 

43Hartanti, op. cit., hal 100. 
 

44Machmudin (a), op. cit. 
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di era pemerintahan Megawati undang-undang tersebut diubah dan diganti dengan 

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 21 November 200145. Dalam 

UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi digolongkan ke 

dalam kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa46. 

Dalam undang-undang ini terdapat perubahan menyangkut rumusan perbuatan47, 

perihal ketentuan pembuktian terbalik48, perluasan alat bukti petunjuk49, dan 

penambahan gratifikasi (hadiah) sebagai tindak pidana korupsi50

Pada masa berlakunya undang-undang ini dibentuk lembaga baru yaitu 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (KPK) berdasarkan UU No. 30 

Tahun 2002. KPK adalah suatu lembaga yang bersifat independen dan bebas dari 

pengaruh kekuasaan manapun.

. 

51 Selanjutnya pada tahun 2004, melalui Keputusan 

Presiden RI No. 59 Tahun 2004 dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

sebagai pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara korupsi yang penuntutannya diajukan KPK52. Setahun setelah itu, pada 

tahun 2005 melalui Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2005 dibentuk pula Tim 

Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Tugas dari 

tim ini adalah melakukan koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

kasus korupsi yang ditangani kejaksaan serta menelusuri dan mengamankan aset 

hasil korupsi untuk pengembalian negara secara optimal.53

  

 

                                                 
 

45Ibid., hal 23. 
 

46Noor, op. cit., hal 51. 
 

47Indonesia (j), Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 LN Tahun 2001 
No. 134, TLN No. 4150, Pasal 1. 

 
48Ibid., Pasal 37 A dan Pasal 38 B. 

 
49Ibid., Pasal 26 A. 
 
50Ibid., Pasal 12 B dan Pasal 12 C. 

 
51Hartanti, op. cit., hal 31. 

 
52Machmudin (a), op. cit. 

 
53Ibid. 
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3.2 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 

3.2.1 Latar Belakang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa 

bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada 

kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya54. Tindak pidana korupsi 

yang meluas dan sistematis telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi 

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara juga merupakan pelanggaran terhadap 

hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka 

tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa 

melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa55. Begitu pun dalam upaya 

pemberantasan dan penanganannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi 

dituntut cara-cara yang luar biasa56

Guna memenuhi kebutuhan tersebut dibentuklah Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) yang tugas utamanya adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, 

dan penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi

.  

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang 

dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. 

Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui 

pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen 

serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana 

korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, 

profesional serta berkesinambungan. Selain itu, upaya pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh berbagai sumber daya, 

baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan 

kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuh 

kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi. 

57

                                                 
 

54Indonesia (a), op. cit., Penjelasan Umum. 
 

55Ibid. 
 
56Ibid. 
 
57Dudu Duswara Machmudin (b), “Kedudukan dan Peran Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Varia Peradilan (November 2010): 61. 

. Semua proses yang 

dilakukan KPK akan terasa bermakna, berguna, dan bermanfaat manakala ada 

Penerapan pasal..., Lidya Manalu, FH UI, 2011. 
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lembaga yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara tersebut secara adil, 

jujur, benar, dan bermartabat serta berintegritas tinggi58

Dalam perkembangannya, Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tersebut 

mengalami judicial review oleh Mahkamah Konstitusi sehingga kemudian dasar 

pembentukkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diubah menjadi UU No. 46 

Tahun 2009. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diharapkan menjadi lembaga 

yang menghasilkan putusan yang berdasarkan hukum, undang-undang, kebenaran, 

dan keadilan yang sesuai dengan keadilan masyarakat serta membuat efek jera 

(deterrent effect)

. Harapan tersebut 

diwujudkan dengan membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan 

Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002. 

59. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada 

di lingkungan Peradilan Umum dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi60

Dengan Undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana 
korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.

. 

 

3.2.2 Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pembentukan Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi di Indonesia pada awalnya didasarkan pada Pasal 53 UU No. 30 

Tahun 2002, yang menyatakan: 

 
 
 

61

Menurut Mahkamah Konstitusi, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi yang didasarkan pada Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tersebut tidak 

sesuai dengan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945. Mahkamah Agung berpendapat 

 
 
 
 

                                                 
 

58Ibid. 
 
59Ibid. 

 
60Indonesia (a), op. cit., Penjelasan Umum. 
 
61Ibid., Pasal 53. 
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bahwa pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan 

undang-undang tersendiri yang mengatur tentang pengadilan khusus dalam 

menangani tindak pidana korupsi. Pemberlakuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 

itu melahirkan dualisme sistem peradilan yang berbeda dalam lingkungan 

peradilan yang sama. Hal ini menimbulkan standar ganda dalam pemberantasan 

tindak pidana korupsi yang menimbulkan ketidakpastian hukum62

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang 

menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi 

yang perkaranya dituntut oleh Penuntut Umum. Dengan demikian, semua perkara 

tindak pidana korupsi baik yang disidik Polri, Kejaksaan, maupun KPK, harus 

diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

. 

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia didasarkan 

pada UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang 

disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan 

peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya 

pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi. 

Untuk pertama kalinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk di lingkungan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk di setiap ibu kota 

kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri 

yang bersangkutan. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini akan 

dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. 

Namun untuk pertama kali berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009, pembentukan 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi, tidak 

hanya di Jakarta Pusat saja.  

 

3.2.3 Tugas dan Wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

63

                                                 
 

. Hal serupa juga dinyatakan secara 

62 “MK: Pengadilan Tipikor Langgar Konstitusi”, 
<http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=276251&kat_id=3>, diakses pada tanggal 28 
Februari 2011. 
 

63Machmudin, op. cit., hal 65. 

Penerapan pasal..., Lidya Manalu, FH UI, 2011. 
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tegas dalam UU No. 46 Tahun 2009 yaitu bahwa “Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi”64

1. tindak pidana korupsi; 

. 

Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya 

pengadilan yang berwenang menangani perkara korupsi dikemukakan lebih lanjut 

dalam UU No. 46 Tahun 2009 sebagai berikut: 

  
 
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: 

2. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah 
tindak pidana korupsi; dan/atau 

3. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan 
sebagai tindak pidana korupsi65

 
 

 

. 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pertama kali dibentuk di Pengadilan 

Negeri Jakata Pusat66. Pada awal pembentukannya Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang menangani perkara 

korupsi di seluruh Indonesia karena wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah 

negara Republik Indonesia67. Namun setelah diundangkannya UU No. 46 Tahun 

2009 hal tersebut berubah karena untuk pertama kalinya Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di ibukota provinsi dan 

daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan68

                                                 
 

64Indonesia (c), op. cit., Pasal 5. 
 
65Ibid., Pasal 6. 

 
66Indonesia (a), op. cit., Pasal 54 ayat (2). 

 
67Ibid. 

 
68Indonesia (c), op. cit., Pasal 35 ayat (1) dan (2) 

. Meski 

demikian, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat tetap memiliki keistimewaan dalam hal wewenang mengadili perkara 

korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 46 Tahun 2009: 

Penerapan pasal..., Lidya Manalu, FH UI, 2011. 
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Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak 
pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan oleh 
warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia69

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan pemeriksaan 

terhadap kasus korupsi yang sedang ditanganinya menggunakan hukum acara 

pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

. 
 
 
 
3.2.4 Hukum Acara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

70. Hukum 

acara pidana yang berlaku yakni sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan untuk pemeriksaan kasasi 

adalah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung71

a. penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil 
ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; 

. Meski demikian terdapat beberapa kekhususan hukum acara yang diatur 

dalam UU No. 46 Tahun 2009 antara lain sebagai berikut: 

 
 
 

b. mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang 
pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi; 

c. jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi 
pada setiap tingkatan pemeriksaan; 

d. alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti 
yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

a. adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi.72

                                                 
 

69Ibid., Pasal 7. 
 

70Ibid., Penjelasan Pasal 25. 
 

71Ibid., Penjelasan Pasal 25. 
 
72Ibid., Penjelasan Bagian Umum Paragraf Kelima. 
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Hukum acara yang diatur dalam UU No. 46 Tahun 2009 tersebut 

merupakan ketentuan khusus (lex specialis) dari peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang hukum acara pidana73. Prinsip ini berarti bahwa apabila 

hukum acara sebelum berlakunya UU No. 46 Tahun 2009 bertentangan dengan 

hukum acara sebagaimana diatur dalam UU No. 46 Tahun 2009, maka hukum 

acara yang digunakan adalah hukum acara sebagaimana diatur dalam UU No. 46 

Tahun 2009 (asas lex specialis derogat legi generalis). Dengan demikian maka 

berdasarkan asas tersebut digunakan ketentuan hukum acara pidana yang diatur 

dalam KUHAP selain dari yang ditentukan lain dalam UU No. 46 Tahun 2009, 

yaitu mengenai kekhususan hukum acara telah disebutkan sebelumnya74

Menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia, ad hoc diartikan sebagai 

“khusus untuk sesuatu maksud”

. 

 

3.2.5 Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

75. Pengertian tersebut membatasi pengertian ad 

hoc sebagai suatu perlakuan khusus untuk satu masalah tertentu76. Peraturan 

perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang hakim ad hoc adalah 

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara77

                                                 
 

73Deddy, “Kewenangan Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(KPK) dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Sistem Peradilan 
Pidana”, (Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2009), hal 108. 
 

74Ibid., Pasal 62 jo. Penjelasan  Bagian Umum. 
 

75Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 
1983), hal 11. 
 

76Hasril Hertanto, “Eksistensi Hakim Ad Hoc dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai 
Upaya Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat pada Lembaga Pengadilan”, (Tesis Magister 
Universitas Indonesia, Depok, 2008), hal 135. 

 
77Ibid., hal 137.  

. Hakim ad hoc 

dalam ketentuan tersebut bertugas memeriksa suatu perkara khusus berdasarkan 

keahlian tertentu yang tidak dimiliki hakim biasa. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penunjukan hakim ad hoc tersebut untuk menjembatani 

Penerapan pasal..., Lidya Manalu, FH UI, 2011. 
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ketidakmampuan hakim karir dalam memahami suatu permasalahan dalam 

perkara yang diperiksanya78

Hakim Ad Hoc diperkenalkan dalam pemeriksaan perkara korupsi pada 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena hakim karir (hakim yang bekerja pada 

pengadilan konvensional) dianggap kurang memiliki integritas dan kualitas yang 

baik

. 

79. Menurut Koordinator Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 

Firmansyah Arifin, latar belakang diadakannya Hakim Ad Hoc pada Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi adalah untuk menjadi pemicu agar hakim karir terpacu 

untuk menjadi lebih baik80. Konsep Hakim Ad Hoc dalam Rancangan Undang-

Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada awalnya akan dihilangkan. Hal 

ini disebabkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan termasuk didalamnya 

mengenai Hakim Ad Hoc dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi81

Walaupun keberadaan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi menjadi pro-kontra di antara para ahli hukum, namun kedudukan Hakim 

Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dirasa masih diperlukan

. 

82. 

Keberadaan Hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan dengan 

kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus 

operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain 

di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang 

dan jasa pemerintah83

                                                 
 

78Ibid. 
 
79Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi, op. cit., hal 2. 
 

. Dasar hukum eksistensi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 46 Tahun 2009 

yang menyatakan bahwa hakim yang berwenang menangani perkara korupsi 

adalah Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc. 

80Rencana Menghilangkan Hakim Ad Hoc Tipikor Dipandang Berbahaya, 
<http://hukumonline.com/detail.asp/id=16131&cl=Berita>, diakses pada 27 Mei 2011. 
 

81Ibid. 
 

82Ibid. 
 

83Indonesia (c), op. cit., Penjelasan Bagian Umum, Paragraf keempat. 

Penerapan pasal..., Lidya Manalu, FH UI, 2011. 
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Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung84

a. warga negara Republik Indonesia; 

. Persyaratan 

untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi adalah sebagai berikut: 

 
 
 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. sehat jasmani dan rohani; 
d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang 

hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk Hakim ad hoc 
pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 20 (dua 
puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung; 

e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses 
pemilihan untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan 
pengadilan tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada 
Mahkamah Agung; 

f. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

g. jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi 
yang baik; 

h. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik; 
i. melaporkan harta kekayaannya; 
j. bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana korupsi; dan 
k. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi 

Hakim ad hoc tindak pidana korupsi.85

 

 

 

 

3.3 Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Perkara Korupsi 

3.3.1 Kedudukan Pengadilan Negeri dalam Sistem Peradilan di Indonesia 

 

Sebelum membahas tentang Pengadilan Negeri perlu diketahui terlebih 

dahulu mengenai ruang lingkup peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman di 

Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada 

di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

                                                 
 
84Ibid., Pasal 10 ayat (4). 

 
85Ibid., Pasal 12. 
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lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 

Mahkamah Konstitusi86. Berdasarkan ketentuan di atas, ada empat lingkungan 

peradilan di bawah Mahkamah Agung yang secara resmi diakui dan berlaku di 

Indonesia87. Pengadilan Negeri sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia 

berada di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama88. Di 

lingkungan peradilan umum sendiri dapat diadakan pengkhususan (spesialisasi) 

pengadilan, misalnya pengadilan niaga, pengadilan anak, dan pengadilan 

hubungan industrial, termasuk di dalamnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 89

Pengadilan Negeri berkedudukan di setiap kotamadya atau ibukota 

kabupaten. Wilayah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah kotamadya atau 

ibukota kabupaten yang bersangkutan

. 

90. Pengecualian dari ketentuan ini adalah 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena daerah hukumnya selain wilayah Jakarta 

Pusat juga meliputi tindak pidana yang dilakukan di luar negeri91

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, 

memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat 

pertama

. Pengaturan 

mengenai pembagian wilayah hukum Pengadilan Negeri berkaitan erat dengan 

teori locus delicti dan wewenang mengadili secara relatif yang telah dibahas pada 

bab sebelumnya. 

92

                                                 
 
86Indonesia (k), Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3). 

 
87Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan 

Kehakiman di Indonesia, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal 14. 
 

88Ibid., hal 33. 
 

89Indonesia (l), Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 
LN Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076. 
 

90Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, cet. ke-1, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal 15. 
 

91Indonesia (b), op. cit., Pasal 86. 
 

92Indonesia (m), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, UU No. 2 Tahun 1986 LN 
Tahun 1987 No. 20, TLN No. 3327, Pasal 50. 

. Pengadilan Negeri juga mempunyai wewenang lain di samping tugas-

tugas pokok tersebut, misalnya pengadilan dapat memberikan keterangan, 

pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah menyangkut hal 
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yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa 

pengadilan93

Sebelum diundangkannya UU No. 46 Tahun 2009, kelembagaan 

pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dengan mengacu pada UU No. 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan 

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi penanganan tindak pidana korupsi bisa diselesaikan melalui dua 

jalur pengadilan, yaitu yang pertama melalui pengadilan umum (Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Tinggi) dan yang kedua melalui pengadilan khusus tindak 

pidana korupsi

. 

 

3.3.2 Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Perkara Korupsi 

Sebelum UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi 

94. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan 

melalui pengadilan umum adalah perkara yang dituntut oleh jaksa dari 

Kejaksaan95, sedangkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang 

dituntaskan di pengadilan khusus perkaranya diajukan oleh jaksa dari Komisi 

Pemberantasan Korupsi96

Dengan demikian jelaslah bahwa pada masa sebelum diundangkannya UU 

No. 46 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara 

tindak pidana korupsi yang dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan 

yang terjadi di daerah hukumnya. Meski demikian, menurut ketentuan Pasal 24 

Ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa dualisme hukum tidak dibenarkan atau 

tidak diperbolehkan

. 

97

                                                 
 

93Ibid., Pasal 52 ayat (1). 
 
94Chairul Huda, “Dualisme Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Antara Pengadilan 

Khusus Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Umum,” (Makalah disampaikan pada Seminar 
Nasional Pemberantasan Korupsi, Universitas Jember, Jember, 28 April 2007). 

 
95Indonesia (a), op. cit., Pasal 52 ayat (1) 

 
96Ibid., Pasal 53. 

 
97Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006, hal 230. 

. Apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dianggap 

sebagai suatu sistem pidana khusus, maka sebetulnya harus merupakan suatu 
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bagian dari peradilan umum, hanya saja bedanya Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi diberikan suatu kewenangan khusus dalam perkara yang khusus atau 

spesifik98

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan 
yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak 
pidana korupsi.

.  

 

3.3.3 Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Perkara Korupsi Setelah 

UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Dalam UU No. 46 Tahun 2009 dinyatakan secara tegas bahwa: 

  
 
 

99

Dengan demikian jelaslah bahwa setelah diundangkannya UU No. 46 

Tahun 2009 maka Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk 

mengadili perkara korupsi di Indonesia. Berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009 ini 

dinyatakan bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan 

khusus yang berada di lingkungan peradilan umum”

 
 
 
 

100, sehingga yang berwenang 

untuk menangani perkara korupsi tersebut hanyalah pengadilan khusus yang 

dibentuk untuk itu yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 46 Tahun 

2009 dibuat khusus untuk mengatur dan memberi payung hukum terhadap 

pengadilan tindak pidana korupsi101 yang sekarang telah sesuai dengan sistem 

peradilan pidana yang integral102

Berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009, “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi 

 serta menghilangkan ‘standar ganda’ atau 

‘dualisme’ sistem peradilan dalam menangani perkara korupsi. 

                                                 
 

98Ibid. 
 
99Indonesia (c), op. cit., Pasal 5, 

 
100Ibid., Pasal 3. 

 
101Muchsin, op. cit., hal 16. 
 
102Machmudin, op. cit., hal 62. 
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daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan”103. Untuk mengemban 

amanah ini, Mahkamah Agung akan membentuk Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi di tujuh kota besar di Indonesia sebagai rencana jangka pendek, yaitu di 

Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Samarinda dan Makassar, 

serta menyusul kemudian akan dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di  

semua kota provinsi di Indonesia104. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi tersebut tidaklah mudah karena terkait dengan permasalahan sarana 

prasarana, dana, dan ketersediaan sumber daya manusia sehingga untuk 

merealisasikannya Mahkamah Agung akan membentuk Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi tersebut secara bertahap105

Untuk mengatasi kekosongan hukum selama pembentukan yang bertahap 

inilah digunakan bantuan Pengadilan Negeri sebagai bagian dari peradilan umum 

dalam menangani perkara korupsi. Dalam ketentuan peralihan UU No. 46 Tahun 

2009 dijelaskan bahwa sebelum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut 

terbentuk maka perkara-perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa di 

Pengadilan Negeri di Indonesia tetap berjalan sampai perkara tersebut diputus

. 

106. 

Selain itu, bila ada perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah yang 

belum membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi aka perkara tersebut 

diajukan ke Pengadilan Negeri setempat, serta diproses dan diputus di Pengadilan 

Negeri tersebut107

UU No. 46 Tahun 2009 menyatakan secara implisit bahwa kewenangan 

Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara korupsi sudah beralih ke Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang 

menangani perkara korupsi. Pengadilan Negeri tidak lagi dapat mengadili perkara 

korupsi. Namun demikian, UU No. 46 Tahun 2009 tidak serta-merta mencabut 

kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara korupsi, karena 

. 

                                                 
 

103Indonesia (c), op. cit., Pasal 3. 
 

104Muchsin, op. cit., hal 20. 
 

105Ibid. 
 

106Indonesia (c), op. cit., Pasal 34 huruf b. 
 

107Ibid., Pasal 36. 
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Pengadilan Negeri tetap dibutuhkan dalam menghindari terjadinya kekosongan 

hukum selama proses pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap 

wilayah kabupaten/kota. Namun kewenangan tersebut hanya bersifat sementara, 

yakni sampai dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan 

Pengadilan Negeri wilayah hukum yang bersangkutan. 

Berdasarkan pemaparan teori dan pengaturan di atas dapat disimpulkan 

bahwa Pengadilan Negeri masih berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara tindak pidana korupsi. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi tersebut diatur 

dalam Ketentuan Peralihan pada UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi bersifat sementara, tidak 

permanen, untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum selama masa transisi 

pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan Pengadilan Negeri 

tersebut terbatas hanya selama belum dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

pada Pengadilan Negeri di suatu wilayah. 
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BAB 4 

ANALISA PUTUSAN NOMOR 20/PID.B/TPK/2010/PN. JKT.PST 

  

4.1 Posisi Kasus pada Putusan No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT/PST. 

Kasus ini bermula dari pemeriksaan pajak di PT. Bank Jabar untuk pajak 

tahun 2001 dan 2002 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak yaitu Terdakwa I, 

II, dan III beserta Dedy Suwardi selaku Supervisor dengan Eddi Setiadi sebagai 

Kakaripka Bandung Satu, yaitu atasan Terdakwa I, II, III, dan Dedy Suwardi. Para 

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada KPK dengan dakwaan berlapis, 

yaitu Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantarasan Tindak Pidana 

Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP (Primair); 

Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantarasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat  (1) ke-1 KUHP jo. 

Pasal 65 ayat (1) KUHP (Subsidair); Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantarasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. 

Pasal 65 ayat (1) KUHP (Lebih Subsidair). 

Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Nota 

Keberatan serta tidak mengajukan saksi-saksi a decharge. Majelis Hakim dalam 

putusannya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan pada dakwaan 

Subsidair Penuntut Umum, yaitu menerima janji pemberian uang dari PT. Bank 

Jabar dengan maksud  supaya para Terdakwa bersama-sama dengan Dedy 
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Suwardi dan Eddi Setiadi melakukan koreksi/penurunan kewajiban pembayaran 

pajak kurang bayar tahun 2001 dan 2002, sehingga bertentangan dengan 

kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pajak Departemen Keuangan. Dalam putusan perkara a quo terdapat dissenting 

opinion dari salah satu anggota Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena berdasarkan ketentuan 

Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang 

berwenang adalah Pengadilan Negeri Bandung, terkait perbuatan dilakukannya 

delik berada di wilyah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, 

namun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung belum dibentuk sehingga 

yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Bandung. 

Sebelum penjelasan posisi kasus sebelumnya dijabarkan terlebih dahulu 

mengenai identitas terdakwa sebagai berikut: 

1.  Nama Lengkap   : ROY YULIANDRI 

     Tempat Lahir    : Tanjung Karang 

 Umur/Tanggal Lahir   : 41 Tahun/21 Maret 1969 

 Jenis Kelamin    : Laki-laki 

 Agama     : Islam 

 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia 

Pekerjaan                                         : Pemeriksa Pajak Muda KPP  

Pratama Batang Jawa Tengah 

(Mantan Pemeriksa Pajak di Karipka 

Bandung Satu) 

 Pendidikan    : S-2 

Tempat Tinggal                         : Taman Mutiara Blok C-III No. 1B  

Cimahi, Jawa Barat 

 

2. Nama Lengkap   : MOHAMMAD YAZID 

 Tempat Lahir    : Bandung 

 Umur/Tanggal Lahir   : 38 Tahun/5 Februari 1972 

 Jenis Kelamin    : Laki-laki 
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 Agama     : Islam 

 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia 

 Pekerjaan    : PNS Direktorat Jendral Pajak  

(Mantan Pemeriksa Pajak di Karipka 

Bandung Satu) 

 Pendidikan    : S-2 

 Tempat Tinggal   : Jl. Cukang Jati No. 50 Bandung 

 

3.  Nama Lengkap   : DIEN RAJANA MULYA 

 Tempat Lahir    : Jakarta 

 Umur/Tanggal Lahir   : 39 Tahun/15 Juni 1971 

 Jenis Kelamin    : Laki-laki 

 Agama     : Islam 

 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia 

 Pekerjaan    : Pemeriksa Pajak Muda KPP  

Pratama Cempaka Putih (Mantan 

Pemeriksa Pajak di Karipka Bandung 

Satu) 

 Pendidikan    : D-4 

 Tempat Tinggal   : Jl. Bunga Rampai No. 43 Klender,  

Jakarta Timur 

 

Kasus yang menyangkut para Terdakwa pada putusan ini bermula dari 

pemeriksaan pajak di kantor PT. Bank Jabar untuk pajak tahun 2001 yang 

dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak yaitu Terdakwa I sebagai Ketua Tim, 

Terdakwa II dan III sebagai Anggota Tim, serta Dedy Suwardi selaku Supervisor. 

Sekitar bulan Maret 2003, Terdakwa I, II, III, dan Dedy Suwardi menyerahkan 

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sementara yang tidak ditandatangani untuk 

pajak tahun 2001 tersebut sebesar Rp 129.298.539.461,59,-. 

Terdakwa I, II, III dan Dedy Suwardi menyerahkan KKP sementara kedua 

pada sekitar bulan September 2003 setelah data-data dilengkapi pihak PT. Bank 

Jabar. KKP sementara kedua dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp 
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74.097.188.282,- tersebut juga tidak ditandatangani. Umar Sjarifuddin selaku 

Dirut PT. Bank Jabar kemudian memerintahkan Herry Achmad Buchory selaku 

pegawai PT. Bank Jabar untuk melobi Kakaripka yaitu Eddi Setiadi melalui Dedy 

Suwardi agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank 

Jabar tahun 2001 setelah KKP kedua diserahkan,. 

Dedy Suwardi melaporkan hal tersebut kepada Eddi Setiadi selaku atasan 

Terdakwa I, II, dan III, sehingga finalisasi pajak kurang bayar untuk tahun 2001 

PT. Bank Jabar adalah sebesar Rp 4.979.299.685,- serta ditandatangani oleh 

Terdakwa I, II, III, saksi Dedy Suwardi dan saksi Eddi Setiadi. Ketika hasil 

tersebut akan diserahkan kepada PT. Bank Jabar, saksi Herry Achmad 

menyampaikan janji Dirut PT. Bank Jabar bahwa setelah selesai akan ada biaya 

konsultasi sesuai permintaan Eddi Setiadi sebesar Rp 1.000.000.000,-. Biaya 

konsultasi tersebut diberikan pada tanggal 11 Mei 2004 di Kantor Karipka 

Bandung Satu di Jl. Peta No. 7, Bandung dalam tas koper warna gelap. 

Herry Achmad Buchory menyerahkan uang tersebut bersama Benni 

Riswandi selaku Sekretaris Direksi atas persetujuan Umar Sjarifuddin kepada 

Dedy Suwardi karena pada waktu itu Eddi Setiadi sedang tidak berada di tempat. 

Dedy Suwardi lalu meminta Terdakwa I untuk menyerahkan uang tersebut kepada 

Eddi Setiadi, kemudian dibagikan dengan rincian sebagai berikut: 

1. Terdakwa I sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) 

2. Terdakwa II sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) 

3. Terdakwa III sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) 

4. Dedy Suwardi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) 

5. Herry Achmad Buchory juga menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah). 

Terdakwa I, II dan III, serta saksi Dedy Suwardi sebagai Supervisor, 

kembali melakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2002 di PT. Bank Jabar pada 

tanggal 9 Juli 2003 dengan formasi yang sama dengan tahun sebelumnya. 

Pemeriksaan pajak dilakukan dari tanggal 9 Juli 2003 sampai tanggal 30 April 

2004 dengan hasil KKP sementara nilai pajak kurang bayar pertama PT. Bank 

Jabar adalah sebesar Rp 51.801.104.864,- dan KKP sementara tersebut tidak 

ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, Supervisor, dan Kakaripka. 
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Pihak Bank Jabar melengkapi data-data yang diperlukan hingga sekitar 

bulan Januari 2004, kemudian Dedy Suwardi menyerahkan KKP sementara kedua 

dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp 25.579.120.028,- dan KKP kedua 

tersebut juga tidak ditandatangani. Umar Sjarifuddin selaku Dirut PT. Bank Jabar 

memerintahkan Herry Achmad Buchori untuk melobi saksi Eddi Setiadi selaku 

Kakaripka Bandung Satu melalui saksi Eddy Suwardi agar dapat membantu 

menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2002. Dedy 

Suwardi kemudian melaporkan hal tersebut kepada Eddi Setiadi. 

Eddi Setiadi memerintahkan Dedy Suwardi untuk menyampaikan kepada 

Herry Achmad Buchory bahwa Tim Pemeriksa Pajak akan membantu dengan 

syarat ada biaya konsultasi sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta 

rupiah). Pada saat pembahasan akhir menjelang finalisasi pajak kurang bayar 

untuk tahun 2002 terjadi negosiasi antara Abas Suhari Somantri selaku Direktur 

Pemasaran dan Herry Achmad Buchori dengan Dedy Suwardi,  Terdakwa I dan 

Terdakwa II sehingga akhirnya disepakati bahwa finalisasi jumlah pajak kurang 

bayar adalah sebesar Rp 7.278.133.532,- dengan biaya konsultasi sebesar Rp 

1.550.000.000,- yang akan diberikan setelah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

(SKPKB) diterbitkan. 

Terdakwa I, II, dan III melalui saksi Dedy Suwardi menyerahkan KKP 

final pajak kurang bayar setelah menerima janji biaya konsultasi tersebut. KKP 

final pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2002 sebesar Rp 7.278.133.532,- 

dengan ditandatangani Terdakwa I, II, III, saksi Dedy Suwardi, serta saksi Eddi 

Setiadi tanggal 26 April 2004. Herry Achmad Buchory bersama Beny Riswandi 

dan Abas Suhari Somantri lalu mendatangi kantor Karipka Bandung Satu Jl. Peta 

No. 7 Bandung dengan membawa dua tas warna gelap berisi uang tunai sebesar 

Rp 1.550.000.000,- sekitar tanggal 18 Mei 2004 

Uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi Eddi Setiadi dengan 

disaksikan oleh Terdakwa I, II, dan Dedy Suwardi. Uang tersebut kemudian 

dibagikan dengan rincian sebagai berikut: 

1. Saksi Deddy Suwardi mendapat bagian uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat 

ratus juta rupiah). 
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2. Terdakwa I mendapat uang sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh 

juta rupiah). 

3. Terdakwa II menerima uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 

4. Terdakwa III menerima uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh 

juta rupiah). 

5. Herry Achmad Buchory juga menerima uang melalui Dedy Suwardi sebesar 

Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

Perkara ini diperiksa oleh Penyidik KPK sejak tanggal 22 Juli 2010 

sampai tanggal 10 Agustus 2010. Selanjutnya Penuntut Umum pada KPK 

melakukan proses penuntutan sampai tanggal 18 September 2010. Penuntut 

Umum pada KPK melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Agustus 2010. Dalam proses 

persidangan salah satu Hakim Anggota mengajukan dissenting opinion terhadap 

putusan perihal kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat. Dissenting opinion tersebut menyatakan bahwa Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang 

memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang berwenang adalah Pengadilan 

Negeri Bandung berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU No. 46 Tahun 2009 tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

 

4.2 Dissenting Opinion Anggota Majelis Hakim pada Putusan No. 

20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. 

Hakim Anggota II (dua), I Made Hendra Kusuma, S.H. mengemukakan 

pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap pertimbangan-pertimbangan 

Majelis Hakim dalam Putusan No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. Dissenting 

opinion yang dikemukakan adalah mengenai kewenangan Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa 

dan mengadili perkara korupsi ini. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam 

dissenting opinion tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Hakim Anggota II menilai perlu untuk memeriksa surat dakwaan yang 

diajukan Penuntut Umum terkait kewenangan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili perkara a quo, 
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meskipun para Terdakwa maupun para Penasihat Hukum tidak mengajukan 

nota keberatan. 

2. Surat dakwaan dalam perkara ini tertanggal 23 Agustus 2010 dan dilimpahkan 

beserta berkas perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2010 sehingga 

pelimpahan perkara a quo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terjadi setelah berlakunya UU No. 46 Tahun 

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sejak diundangkan 

pada tanggal 29 Oktober 2009. 

3. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut berlaku untuk 

pelimpahan perkara a quo, antara lain ketentuan mengenai kewenangan 

pengadilan dalam mengadili perkara korupsi dan status Penuntut Umum yang 

berwenang melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

4. Locus delicti perkara a quo dalam surat dakwaan adalah di Kantor Pusat PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Jl. Naripan No. 12-14 Bandung, Jawa 

Barat atau Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu, Jl. Peta 

No. 7, Bandung. 

5. Sesuai dengan locus delicti pada surat dakwaan Penuntut Umum maka 

berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 35 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 yang 

berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

pada Pengadilan Negeri Bandung. 

6. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung belum 

terbentuk pada saat pelimpahan perkara ini ke pengadilan, sehingga 

berdasarkan Ketentuan Peralihan pada Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 

perkara tersebut seharusnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung. 

7. Dasar hukum kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara a quo sebagaimana 

yang dicantumkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yaitu Pasal 5 jo. 

Pasal 34 huruf a UU No. 46 Tahun 2009 adalah tidak relevan, karena pasal-

pasal tersebut bukan mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melainkan mengatur 

mengenai jenis perkara yang sedang diperiksa atau diadili. 
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8. Surat dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. 

 

4.3 Analisis Putusan No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST terkait 

Penerapan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi. 

4.3.1 Penerapan Teori Locus Delicti pada Putusan No. 

20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST  

4.3.1.1 Analisis terhadap Teori Locus Delicti yang Digunakan. 

Para Terdakwa diputus oleh Majelis Hakim bersalah sesuai dengan 

dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagai berikut: 

 
 
 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: 
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau 

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan 
dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam 
jabatannya. 

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a 
atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1).1

 
 
 
Uraian unsur pada pasal yang digunakan pada dakwaan Subsidair Penuntut 

Umum tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 

2. Menerima pemberian atau janji; 

                                                 
 

1 Indonesia (h), op. cit., Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a 
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3. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan 

dengan kewajibannya. 

Unsur pasal tersebut menyatakan perbuatannya adalah “menerima 

pemberian atau janji”, sehingga delik dianggap telah terjadi ketika pegawai negeri 

atau penyelenggara negara menerima pemberian atau janji, tidak ada unsur akibat 

dari perbuatan (misalnya: menyebabkan kerugian negara). Dengan demikian delik 

ini termasuk dalam delik formil. Pada delik formil yang dirumuskan adalah 

tindakan atau perbuatan yang dilarang, tidak dipermasalahkan akibat dari tindakan 

itu. Untuk delik formil, teori locus delicti yang paling tepat digunakan adalah teori 

perbuatan materiil. Menurut teori perbuatan materiil, untuk menentukan locus 

suatu kejadian yang diperhatikan adalah tempat dimana pelaku melakukan suatu 

perbuatan yang mengakibatkan terjadinya delik dan tempat unsur-unsur tindak 

pidana ketika itu sudah sempurna.  

 

4.3.1.2 Analisis terhadap Penerapan Teori Locus Delicti terkait Pasal yang 

Didakwakan. 

Kata “atau” dalam unsur pasal yang didakwakan tersebut menerangkan 

sifat alternatif, yaitu “ketika menerima pemberian” atau “ketika menerima janji”. 

Ada perbedaan antara “memberikan sesuatu” dengan “menjanjikan sesuatu”. 

Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa “memberikan sesuatu” 

berarti bahwa pemberian tersebut telah selesai dilakukan sebelum pegawai negeri 

atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

sebagaimana yang dimaksud si pemberi. “Menjanjikan sesuatu” berarti apa yang 

dijanjikan bisa saja belum diberikan sebelum pagawai negeri atau penyelenggara 

negera tersebut  melakukan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana 

kehendak si pemberi janji. 

Menurut Darwan Prints, hadiah adalah suatu pemberian berupa barang, 

uang, atau jasa sedangkan janji adalah suatu pernyataan kesanggupan akan 

memberi, menyerahkan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu dikemudian 

hari. Menurut Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan 

Formil Korupsi di Indonesia”, perbuatan menerima hadiah atau janji harus terjadi 
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secara nyata, yaitu telah beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan si 

penerima. Dalam menerima janji haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh 

pegawai negeri atau penyelenggara negara, dapat dilakukan dengan ucapan, 

isyarat misalnya anggukan kepala, dan sebagainya sebagai pertanda diterimanya 

janji tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suwidya (Hakim sekaligus Humas 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), terdapat pandangan yang berbeda mengenai 

pemenuhan unsur “menerima hadiah atau janji”, khususnya bagian “menerima 

janji”. Pandangan yang berbeda tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan “menerima janji” adalah saat adanya realisasi dari janji tersebut. Hal yang 

diperjanjikan harus dipenuhi terlebih dahulu, barulah delik tersebut dinyatakan 

telah sempurna sehingga perbuatan menerima janji dapat dihukum. Pendapat 

tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa yang dapat dihukum adalah 

“perbuatan”, bukan “perkataan”. 

Contoh kasus berdasarkan pendapat tersebut yang diberikan Suwidya 

dalam wawancara adalah sebagai berikut: X menjanjikan pada Y, seorang Hakim 

pada Pengadilan Agama, bahwa X akan memberikan sejumlah uang pada Y 

apabila Y memutus perkara perceraiannya sesuai dengan ketentuan yang diberikan 

X. Mendengar janji tersebut Y memenuhi permintaan X dan memutus perkara 

sesuai ketentuan X. Setelah perkara tersebut diputus ternyata X tidak kunjung 

memenuhi janjinya, uang tersebut tidak diberikan pada Y. Dengan demikian 

menurut Hakim dalam wawancara, delik belum terjadi karena belum ada realisasi 

dari janji tersebut. Sekedar perkataan saja tanpa adanya perbuatan tidak dapat 

dihukum, harus ada pemenuhan janji yaitu uang yang dijanjikan harus diserahkan 

oleh X kepada Y dan telah berpindah tangan sehingga ada di bawah kekuasaan Y. 

Suwidya dalam wawancara tersebut mengatakan bahwa dalam posisi kasus 

yang dijabarkan sebelumnya, maka perbuatan “menerima janji” baru terpenuhi 

pada saat janji tersebut direalisasikan, yaitu pada saat uang tersebut diberikan di 

Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Bandung Satu, yaitu di Jl. Peta No. 7 

Bandung. Menurut Surastini Fitriasih (Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia), dalam delik penyuapan suatu perbuatan dikatakan telah 

selesai dengan dilakukannya penerimaan janji, tanpa harus menunggu adanya 
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realisasi janji tersebut. Apabila harus menunggu realisasi janji maka delik tersebut 

akan menjadi delik materiil, yaitu harus menunggu adanya akibat dari perbuatan. 

Surastini Fitriasih berpendapat dalam penjabaran posisi kasus maka locus delicti 

terjadi di tempat pemberian janji, kemungkinan besar di Kantor PT. Bank Jabar Jl. 

Naripan No. 12-14 Bandung. Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum 

mengenai pemenuhan unsur pada delik penyuapan terkait locus delictinya.  

  

4.3.1.3 Pertimbangan Majelis Hakim terkait Locus Delicti pada Posisi Kasus 

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa locus delicti 

terjadi di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jl. Naripan No. 

12-14 Bandung atau di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung 

Satu Jl. Peta No. 7 Bandung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang 

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 34 huruf a 

UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

Berdasarkan surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, maupun pertimbangan 

Majelis Hakim dalam putusannya tidak diketahui tempat Umar Sjarifuddin selaku 

Dirut PT. Bank Jabar melalui saksi Herry Achmad Buchory, memberikan janji 

biaya konsultasi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pajak 

tahun 2001 kepada Eddi Setiadi selaku Kakaripka Bandung Satu. Tidak ada 

penjelasan mengenai dimana tempat mereka bersepakat mengenai janji biaya 

konsultasi tersebut, demikian pula dengan janji biaya konsultasi pada tahun 2002. 

Fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa tempat diserahkannya 

sejumlah uang untuk biaya konsultasi yang dijanjikan, yaitu di Kantor Karipka 

Bandung Satu di Jl. Peta No. 7 Bandung. 

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penerimaan biaya konsultasi 

pajak tahun 2001 dan tahun 2002 yang dibagikan kepada Terdakwa I, II, dan III 

adalah merupakan realisasi atau kelanjutan dari janji yang diberikan Umar 

Sjarifuddin selaku Dirut PT. Bank Jabar kepada Eddi Setiadi selaku Kakaripka 

Bandung Satu yang disampaikan melalui saksi Dedy Suwardi dan Tim Pemeriksa 

Pajak yaitu Terdakwa I, II, dan III. Dengan demikian maka unsur perbuatan 
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“menerima pemberian atau janji” telah dipenuhi. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang 

dimaksud dengan “menerima janji” adalah menerima realisasi dari apa yang 

diperjanjikan, harus ada pemenuhan janji terlebih dahulu. Di persidangan 

terungkap fakta bahwa tempat penyerahan biaya konsultasi yang dijanjikan adalah 

di Kantor Karipka Bandung Satu di Jl. Peta No. 7 Bandung. Dengan demikian 

berdasarkan analisa terhadap pertimbangan Mejelis Hakim dikaitkan dengan 

penerapan teori locus delicti dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat 

locus delicti pada perkara a quo adalah di Kantor Karipka Bandung Satu di Jl. 

Peta No. 7 Bandung. 

 

4.3.1.4 Analisis terhadap Putusan Majelis Hakim Terkait Locus Delicti pada 

Posisi Kasus. 

 Majelis Hakim dalam putusannya tidak menyebutkan secara eksplisit 

mengenai locus delicti pada perkara a quo. Majelis Hakim hanya menyebutkan 

dalam pertimbangan unsur “menerima hadiah atau janji” bahwa “penerimaan 

sejumlah uang yang dibagi-bagikan terhadap Terdakwa I, II, dan III merupakan 

realisasi atau kelanjutan dari janji Dirut PT. Bank Jabar kepada Kakaripka 

Bandung Satu yang disampaikan melalui Dedy Suwardi dan Terdakwa I, II, dan 

III.”. Berdasarkan fakta di persidangan, penyerahan uang tersebut terjadi di 

Kantor Karipka Bandung Satu di Jl. Peta No. 7 Bandung, sehingga secara implisit 

Majelis Hakim berpendapat bahwa locus delicti adalah di Kantor Karipka 

Bandung Satu di Jl. Peta No. 7 Bandung. 

 Pasal yang didakwakan pada para Terdakwa merupakan delik formil yang 

tekanan perumusan deliknya adalah sikap tindak atau perilaku yang dilarang tanpa 

merumuskan akibatnya. Dengan kata lain delik formil mengatur tindakan-

tindakan yang diperintahkan maupun yang dilarang, tanpa melihat dampak dari 

tindakan tersebut. Pasal yang didakwakan pada para Terdakwa merupakan bentuk 

delik penyuapan pada tindak pidana korupsi. Pada delik penyuapan dengan 

adanya pemberian janji saja adalah tetap objek perbuatan suap. Adanya poging 

(percobaan) suap saja sudah dianggap sebagai delik selesai, berarti adanya 
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prakondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu sudah dianggap 

sebagai tindak pidana korupsi. 

 Berdasarkan pemaparan teori dan kajian terhadap peraturan perundang-

undangan terkait pasal yang didakwakan pada para Terdakwa (Pasal 5 ayat (2) jo. 

Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), maka dapat 

disimpulkan bahwa delik penyuapan terjadi dan telah selesai ketika terjadi janji 

dari Dirut PT. Bank Jabar untuk memberikan biaya konsultasi kepada Kakaripka 

Bandung Satu yang disampaikan melalui Dedy Suwardy dan Terdakwa I, II, dan 

III dan disepakati oleh kedua belah pihak. Peneliti tidak sepakat dengan 

pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tindak pidana terjadi di 

Kantor Karipka Bandung Satu sebagai tempat direalisasikannya janji untuk 

memberi biaya konsultasi. Peneliti sepakat dengan pendapat Adami Chazawi dan 

penafsiran undang-undang secara gramatikal, yaitu bahwa delik terjadi ketika ada 

perjanjian yang disepakati harus menunggu adanya realisasi atau pemenuhan janji. 

Permasalahan yang muncul adalah dalam surat dakwaan, keterangan saksi, 

maupun pertimbangan Majelis Hakim tidak disebutkan tempat dan waktu 

terjadinya perjanjian atau kesepakatan tersebut. Untuk mencegah surat dakwaan 

yang tidak cermat dalam menguraikan kronologis peristiwa, Penuntut Umum 

menggunakan perluasan locus delicti yaitu dengan menentukan tempat terjadinya 

perkara adalah di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jl. 

Naripan No. 12-14 Bandung atau di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan 

Pajak Bandung Satu Jl. Peta No. 7 Bandung atau setidak-tidaknya di tempat 

lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 

34 huruf a UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi. Dalam hal ini Peneliti sepakat dengan Penuntut Umum mengenai 

perluasan yang digunakan dalam menentukan locus delicti karena tidak terungkap 

fakta mengenai tempat terjadinya pemberian janji biaya konsultasi. 
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4.3.2 Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana 

Korupsi Berdasarkan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi. 

4.3.2.1 Analisis terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Mengadili Perkara 

Tindak Pidana Korupsi. 

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, 

memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat 

pertama, dengan demikian maka perkara korupsi yang masuk dalam ranah pidana 

termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri. Namun sejak diundangkannya 

UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kewenangan 

tersebut tidak lagi dimiliki Pengadilan Negeri. UU No. 46 Tahun 2009 tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi”2

 Ketentuan mengenai hilangnya kewenangan Pengadilan Negeri dalam 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi dalam UU No. 46 Tahun 

2009 merupakan suatu hal baru yang berbeda dengan peraturan sebelumnya, yaitu 

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

yang masih mengakui adanya kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh 

Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung RI, sedangkan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi yang penuntutannya 

dilakukan oleh Penuntut Umum dari KPK. Perbedaan pengaturan tersebut 

memerlukan proses penyesuaian, agar peraturan baru yang mengatur hal tersebut, 

yakni UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dapat 

berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Proses 

transisi dari kewenangan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) ke Pengadilan 

Khusus (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), dijembatani dengan adanya 

, sehingga jelaslah sejak 

diundangkannya undang-undang tersebut Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki 

kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi. 

                                                 
 

2Indonesia (c), op. cit., Pasal 5. 
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Ketentuan Peralihan pada UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi. 

Melalui pengaturan pada Ketentuan Peralihan segala hubungan hukum 

yang ada atau tindakan hukum yang terjadi sebelum, pada saat, maupun sesudah 

peraturan yang baru dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang baru3. Dalam Ketentuan Peralihan dapat dimuat 

pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara 

bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu. Penyimpangan sementara itu 

berlaku juga bagi ketentuan yang berlaku surut. Jika suatu peraturan perundang-

undangan diberlakukan surut, peraturan perundang-undangan tersebut hendaknya 

memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau 

hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku 

surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya4

Sebelum terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35, tindak pidana korupsi yang penuntutannya 
diajukan oleh penuntut umum, diperiksa, diadili, dan diputus oleh 
pengadilan negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan

. Pengaturan inilah yang 

diadopsi oleh Ketentuan Peralihan pada UU No. 46 Tahun 2009 tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait pengaturan tentang kewenangan relatif 

Pengadilan Negeri dalam menangani perkara tindak pidana korupsi pada undang-

undang tersebut dengan uraian sebagai berikut: 

 
 
 

5

                                                 
 

3Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya, 
Cet. ke-5, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal 130. 
 

4Ibid. 
 

5Indonesia (c), op. cit., Pasal 36. 

. 
 
 
 

Sedangkan Pasal 35 yang dimaksud dalam uraian tersebut berbunyi 

sebagai berikut: 
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(1) Dengan Undang-Undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota 
provinsi. 

(2) Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang 
bersangkutan. 

(3) Khusus untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 
daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi Daerah Khusus Ibu 
Kota Jakarta. 

(4) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (3) dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 
Undang-Undang ini diundangkan. 

 
 
 
Berdasarkan Ketentuan Peralihan pada Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri masih berwenang 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi selama belum 

dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di suatu wilayah provinsi. Negara 

diberi waktu sampai dengan 2 (dua) tahun untuk membentuk Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, 

dan memutus perkara dilakukan berdasarkan kewenangannya sesuai dengan 

pembagian wilayah hukum (kompetensi relatif). Hukum acara pada UU No. 46 

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara lain 

ketentuan mengenai kompetensi relatif pengadilan dalam mengadili perkara 

tindak pidana korupsi. Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah hukum acara pidana yang berlaku yaitu 

KUHAP. 

Landasan pedoman menentukan kewenangan mengadili bagi setiap 

Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif yang terdapat dalam 

KUHAP diatur pada Pasal 84 – Pasal 86 KUHAP yang menjabarkan beberapa 

kriteria sebagai tolak ukur untuk menguji kewenangannya dalam mengadili 

perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum. Kriteria yang pertama dan utama 

adalah tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti). Hal ini ditegaskan dalam 

KUHAP yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri berwenang mengadili 
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setiap perkara pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”6

Dissenting opinion salah satu anggota Majelis Hakim menyatakan bahwa 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang memeriksa dan mengadili 

perkara a quo karena hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri 

Bandung. Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jl. Naripan No. 12-

14 Bandung atau di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu Jl. 

Peta No. 7 Bandung adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi pada saat 

. Dengan kata 

lain, locus delicti menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri untuk 

mengadili perkara yang bersangkutan. Asas ini merupakan ketentuan umum atau  

general rule dalam menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri. 

 

4.3.2.2 Analisis Terhadap Kewenangan Relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Surat Dakwaan Penuntut 

Umum. 

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa locus delicti 

pada perkara a quo adalah di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat Jl. Naripan No. 12-14 Bandung atau di Kantor Pemeriksaan dan 

Penyidikan Pajak Bandung Satu Jl. Peta No. 7 Bandung atau setidak-

tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan 

Pasal 5 jo. Pasal 34 huruf a UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi. Peneliti sepakat bahwa locus pada Kantor PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat Jl. Naripan No. 12-14 Bandung atau di Kantor 

Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu Jl. Peta No. 7 Bandung, namun 

mengenai perluasan “setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam 

wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 34 huruf a UU No. 46 Tahun 2009 

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi” perlu diteliti lebih lanjut, karena hal 

ini terkait dengan Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili 

perkara. 

                                                 
 
6 Indonesia (b), op. cit., Pasal 84 ayat (1). 

Penerapan pasal..., Lidya Manalu, FH UI, 2011. 



82 
 

pelimpahan perkara a quo, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Bandung belum dibentuk. Berdasarkan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Penuntut Umum seharusnya 

melimpahkan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Bandung. 

Dasar hukum kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara a quo yang dicantumkan 

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Pasal 5 jo. pasal 34 huruf a UU 

No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan uraian 

sebagai berikut: 

 
 
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan 
yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak 
pidana korupsi.7

a. perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang sedang 
diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan diadili 
sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

 
 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

b. perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh pengadilan 
negeri atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, 
tetap diperiksa dan diadili sampai perkara tindak pidana korupsi 
tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.8

 
 
 

 

Dasar hukum yang digunakan Penuntut Umum tersebut tidak relevan 

untuk digunakan dalam menentukan kewenangan pengadilan yang berwenang 

memeriksa dan mengadili perkara. Pasal 5 UU No. 46 Tahun 2009 tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang digunakan Penuntut Umum tersebut 

adalah dasar kewenangan yang berkaitan dengan jenis perkara, yaitu perkara 

tindak pidana korupsi, bukan mengenai kewenangan yurisdiksi (daerah hukum). 
                                                 
 

7Indonesia (c), op. cit., Pasal 5. 
 
8Ibid., Pasal 34. 
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Pasal 34 huruf a UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi adalah mengatur mengenai perkara-perkara tindak pidana korupsi yang 

sedang diperiksa dan/atau diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau yang sedang 

diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan pada saat UU No. 46 Tahun 2009 

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini mulai berlaku. 

Berdasarkan analisis dan tinjauan terhadap peraturan terkait dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dissenting opinion anggota Majelis Hakim yang menyatakan 

bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah tepat dan Peneliti 

setuju dengan dissenting opinion tersebut. Dasar hukum Penuntut Umum dalam 

menentukan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat adalah tidak relevan. Yang berwenang untuk memeriksa dan 

mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bandung.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan teori locus delicti dalam menentukan kewenangan relatif 

mengadili berdasarkan KUHAP diatur dalam pasal 84 ayat (1), yaitu 

bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak 

pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Dalam menentukan 

tempat terjadinya suatu tindak pidana digunakan teori locus delicti 

yaitu teori perbuatan materiil (leer van delichamelijke daad), teori alat 

yang dipergunakan (leer van het instrument), teori akibat (leer van het 

gevolg), dan teori tempat yang jamak (leer van de meervoudige tijd). 

Teori tersebut digunakan sesuai dengan jenis delik yang terjadi pada 

suatu perkara. Pada perkara dalam putusan No. 

20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST yang terjadi adalah penyuapan yang 

termasuk dalam delik formil, yang mana delik dianggap telah selesai 

ketika perbuatan yang dilarang telah dilakukan sehingga untuk 

penerapan teori locus delicti yang paling tepat adalah dengan 

menggunakan teori perbuatan materiil. Perbuatan yang dilarang pada 

uraian pasal yang didakwakan untuk kasus ini adalah perbuatan 

“menerima hadiah atau janji”. Pemberian janji terjadi di wilayah 

Pengadilan Negeri Bandung, sehingga yang berwenang mengadili 

adalah Pengadilan Negeri Bandung. 

Penerapan teori locus delicti dalam menentukan kewenangan relatif 

mengadili suatu pengadilan berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009 

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berbeda dengan yang 

diatur dalam KUHAP. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 
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Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa hukum acara dalam UU 

No. 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi menggunakan 

KUHAP selama tidak diatur lain dalam undang-undang ini. Pembagian 

kewenangan relatif dalam UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi sama dengan pengaturan kewenangan relatif 

Pengadilan Negeri dalam KUHAP. Pada posisi kasus delik terjadi di 

Bandung, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Bandung.  

2. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara tindak 

pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bersifat sementara, yaitu selama 

belum dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri di suatu wilayah. Posisi kasus menyatakan bahwa yang 

berwenang adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, namun 

pada saat berkas perkara dilimpahkan belum dibentuk Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi Bandung. Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 

tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa yang seharusnya 

berwenang adalah Pengadilan Negeri Bandung. UU No. 46 Tahun 

2009 tentang Tindak Pidana Korupsi memang menyatakan bahwa yang 

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana 

korupsi hanyalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, namun 

Pengadilan Negeri masih memiliki kewenangan selama belum 

dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.  

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengadilan konsisten menerapkan Pasal 147 KUHAP, yaitu Ketua 

Pengadilan mempelajari apakah perkara yang dilimpahkan termasuk 

wewenang pengadilan yang dipimpinnya, sehingga tidak terdapat 

kerancuan mengenai kewenangan relatif pengadilan setelah perkara 

memasuki tahap persidangan. 

Penerapan pasal..., Lidya Manalu, FH UI, 2011. 



86 
 

2. Penuntut Umum konsisten dalam menerapkan teori locus delicti dan 

penerapannya dalam hukum acara pada undang-undang terkait 

sehingga tidak terdapat kesalahan dalam pelimpahan berkas perkara 

dan penulisannya pada surat dakwaan. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  46  TAHUN  2009  2009 

TENTANG 

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum 
yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, 
bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan 
dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana 
diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. bahwa  tindak pidana korupsi telah menimbulkan 
kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, 
bangsa, dan negara sehingga upaya pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan 
secara terus-menerus dan berkesinambungan yang 
menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik 
kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya 
lain,  serta mengembangkan   kesadaran, sikap, dan 
perilaku masyarakat antikorupsi agar terlembaga dalam 
sistem hukum nasional; 

c. bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dasar 
pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan 
putusan Mahkamah Konstitusi  dinyatakan bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, sehingga perlu diatur kembali Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang yang baru;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan  huruf c, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;  

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24A ayat (1) dan ayat (2), 
Pasal 25, dan  Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang . . . 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209);  

3. Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1985  tentang  
Mahkamah Agung  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  
Tahun  1985 Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia Nomor  3316) sebagaimana  telah  
beberapa kali diubah, terakhir dengan  Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 14  Tahun  1985  tentang  
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4958); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan  Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4379); 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4250); 

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4358); 

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4401); 

Dengan . . . 

Penerapan pasal..., Lidya Manalu, FH UI, 2011. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 3 - 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA 
KORUPSI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Hakim adalah Hakim Karier dan Hakim ad hoc. 

2. Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri, 
pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan 
sebagai hakim tindak pidana korupsi. 

3. Hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkat 
berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-
Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi. 

4. Penuntut Umum adalah penuntut umum sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan.  

  

BAB II 

KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN 
 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 
 

Pasal  2 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan 
khusus yang berada di lingkungan  Peradilan Umum. 

 
 

Bagian Kedua . . . 
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Bagian Kedua 

Tempat Kedudukan 
 

Pasal 3 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap 
ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi 
daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. 

 

Pasal 4 

Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya 
yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan 
negeri yang bersangkutan. 

 

BAB III 

KEWENANGAN  
 

Pasal 5 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya 
pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan 
memutus perkara tindak pidana korupsi. 

 

Pasal 6 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus 
perkara: 

a. tindak pidana korupsi; 

b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya 
adalah tindak pidana korupsi; dan/atau 

c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang 
lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. 

 

Pasal 7 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan 
memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan oleh warga negara 
Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia. 

 
 

BAB IV . . . 

Penerapan pasal..., Lidya Manalu, FH UI, 2011. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 - 

BAB IV 

SUSUNAN PENGADILAN 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 8 

Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas: 

a. pimpinan; 

b. Hakim; dan 

c. panitera. 
 

Bagian Kedua  

Pimpinan 
 

Pasal  9 

(1) Pimpinan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  terdiri atas 
seorang ketua dan seorang wakil ketua. 

(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan negeri karena 
jabatannya menjadi ketua dan wakil ketua Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung 
jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi. 

(4) Dalam hal tertentu ketua dapat mendelegasikan 
penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) kepada wakil ketua. 

 

Bagian Ketiga 

Hakim 
 

Pasal 10 

(1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 
tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 
pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas 
Hakim Karier dan Hakim ad hoc. 

(2) Hakim Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah 
Agung. 

(3) Hakim . . . 
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(3) Hakim Karier yang ditetapkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) selama menangani perkara tindak pidana 
korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara lain. 

(4) Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 
pengadilan tinggi, dan pada Mahkamah Agung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah 
Agung. 

(5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan 
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

 

Pasal 11 

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Karier, calon harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. berpengalaman menjadi Hakim sekurang-kurangnya 
selama 10 (sepuluh) tahun; 

b. berpengalaman menangani perkara pidana; 

c. jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang 
tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas; 

d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat 
dalam perkara pidana; 

e. memiliki sertifikasi khusus sebagai Hakim tindak pidana 
korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung; dan 

f.      telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 12 

Untuk dapat diangkat sebagai Hakim ad hoc, calon harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. warga negara Republik Indonesia; 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. sehat jasmani dan rohani; 

d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan 
berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 
selama 15 (lima belas) tahun untuk Hakim ad hoc pada 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, 
dan 20 (dua puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada 
Mahkamah Agung; 

e. berumur . . . 
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e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun 
pada saat proses pemilihan untuk Hakim ad hoc pada 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, 
dan 50 (lima puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada 
Mahkamah Agung; 

f.      tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap; 

g. jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang 
tinggi serta reputasi yang baik; 

h. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik; 

i.      melaporkan harta kekayaannya;  

j.      bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana 
korupsi; dan 

k. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan 
lain selama menjadi Hakim ad hoc tindak pidana korupsi. 

 

Pasal 13 

(1) Untuk memilih dan  mengusulkan calon Hakim ad hoc 
pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan 
tinggi, Ketua Mahkamah Agung membentuk panitia seleksi 
yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan masyarakat 
yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan 
transparan. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan untuk diusulkan 
sebagai Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 ayat (4) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. 

 

Pasal 14 

(1) Sebelum memangku jabatan, Hakim ad hoc diambil 
sumpah atau janji menurut agamanya oleh: 

a. Ketua Mahkamah Agung untuk Hakim ad hoc pada 
Mahkamah Agung; 

b. Ketua pengadilan tinggi untuk Hakim ad hoc pada 
pengadilan tinggi; 

c. Ketua pengadilan negeri untuk Hakim ad hoc pada 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berbunyi sebagai berikut: 

 

 
Sumpah . . . 
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Sumpah: 

”Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi 
kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala 
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya 
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan 
bangsa.” 

Janji: 

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan 
memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan 
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan 
segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan 
bangsa.” 
 

Pasal 15 

Hakim ad hoc dilarang merangkap menjadi: 

a. pelaksana putusan pengadilan; 

b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu 
perkara yang diperiksa olehnya; 

c. pimpinan atau anggota lembaga negara;  

d. kepala daerah; 

e. advokat; 

f. notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;  

g. jabatan lain yang dilarang dirangkap sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan;  atau 

h. pengusaha. 
        

Pasal 16 

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Hakim 
ad hoc yang memangku jabatan struktural dan/atau 
fungsional harus melepaskan jabatannya.  

 

 

Bagian Keempat . . . 
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Bagian Keempat  

Pemberhentian Hakim  
 

Pasal 17 

Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: 

a. permintaan sendiri; 

b. sakit jasmani atau rohani selama 3 (tiga) bulan berturut-
turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 

c. terbukti tidak cakap dalam menjalankan tugas; 

d. telah memasuki masa pensiun, bagi Hakim Karier; atau 

e. telah selesai masa tugasnya, bagi Hakim ad hoc. 

 

Pasal 18 

Hakim diberhentikan tidak dengan hormat karena:  

a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana 
kejahatan; 

b. melakukan perbuatan tercela; 

c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas 
pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau 

e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam        
Pasal 15. 

 

Pasal 19 

(1)  Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat 
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18, diberhentikan sementara dari jabatannya oleh: 

a. Ketua Mahkamah Agung untuk Hakim ad hoc pada 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan 
tinggi; 

b. Presiden atas usul Mahkamah Agung untuk Hakim ad 
hoc pada Mahkamah Agung. 

(2) Pemberhentian sementara karena alasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan apabila 
Hakim yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai 
tersangka. 

(3) Pemberhentian sementara karena alasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, huruf c, huruf d, dan 
huruf e, berlaku paling lama 6 (enam) bulan. 

(4) Dalam . . . 
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(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan 
pemberhentian maka pemberhentian sementara harus 
dicabut. 

(5) Hakim yang diberhentikan sementara dilarang menangani 
perkara. 

 

Pasal 20 

Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak 
dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak 
Hakim yang dikenakan pemberhentian dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kelima 

Hak Keuangan dan Administratif Hakim 
 

Pasal 21 

(1) Hakim mempunyai hak keuangan dan administratif. 

(2) Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan tanpa membedakan kedudukan 
Hakim. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. 

 

Bagian Keenam 

Panitera  
 

Pasal 22 

(1) Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat ditetapkan 
adanya kepaniteraan khusus yang dipimpin oleh seorang 
panitera. 

(2) Ketentuan mengenai susunan kepaniteraan, persyaratan 
pengangkatan, dan pemberhentian pada jabatan 
kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 23 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, 
susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan khusus 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dengan Peraturan 
Mahkamah Agung. 

BAB V . . . 
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BAB V 

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  

 

Pasal 24 

(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyediakan informasi 
yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik 
mengenai penyelenggaraan Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan informasi yang 
bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. 

 

BAB VI 

HUKUM ACARA 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 25 

Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, 
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 

 

Pasal 26 

(1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 
tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim 
berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim 
dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari 
Hakim Karier dan Hakim ad hoc.  

(2) Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi 
majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam 
hal majelis hakim  berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka 
komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu). 

(3) Penentuan . . . 
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(3) Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau 
Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan 
kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus. 

(4) Ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan jumlah dan 
komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan 
memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Mahkamah Agung.   

 

Bagian Kedua 

Penetapan Hari Sidang 

 

Pasal 27  

(1) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan 
susunan majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (3) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari 
kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan 
berkas perkara. 

(2) Sidang pertama perkara Tindak Pidana Korupsi wajib 
dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja terhitung sejak penetapan majelis Hakim. 

 

Bagian Ketiga 

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 

 

Pasal 28 

(1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, 
termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, 
harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan 
di muka persidangan baik yang diajukan oleh penuntut 
umum maupun oleh terdakwa. 

 

 

 
Pasal 29 . . . 

Penerapan pasal..., Lidya Manalu, FH UI, 2011. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 13 - 

Pasal 29 

Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus 
oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam 
waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung 
sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi. 

 

Pasal 30 

Pemeriksaan tingkat banding Tindak Pidana Korupsi diperiksa 
dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari 
kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh 
Pengadilan Tinggi. 

 

Pasal 31 

Pemeriksaan tingkat kasasi Tindak Pidana Korupsi diperiksa 
dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) 
hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh 
Mahkamah Agung. 

 

Pasal 32 

Dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan 
kembali, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diperiksa 
dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari 
kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh 
Mahkamah Agung. 

 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 33 

(1) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan 
Undang-Undang ini dibebankan pada anggaran 
Mahkamah Agung yang berasal dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara. 

(2) Mahkamah Agung setiap tahun wajib menyusun rencana 
kerja dan anggaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

 

BAB VIII . . . 
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BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 34 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a. perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi atau yang sedang diperiksa pada 

setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan diadili 

sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

b. perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh 

pengadilan negeri atau yang sedang diperiksa pada setiap 

tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan diadili sampai 

perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 35 

(1) Dengan Undang-Undang ini untuk pertama kali 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap 
pengadilan negeri di ibu kota provinsi. 

(2) Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah 
hukum provinsi yang bersangkutan. 

(3) Khusus untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya 
meliputi daerah hukum provinsi Daerah Khusus Ibu Kota 
Jakarta. 

(4) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk paling lama 2 (dua) 
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

 
 
 
 

Pasal 36 . . . 
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Pasal 36 

Sebelum terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tindak pidana korupsi 
yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, diperiksa, 
diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.   

 

Pasal 37 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Hakim  ad hoc 
yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
tetap bertugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan 
Hakim ad hoc yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 38 

Dalam hal Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 35 tidak tersedia 
Hakim ad hoc yang mempunyai keahlian yang diperlukan 
dalam pemeriksaan perkara, ketua pengadilan negeri dapat 
meminta Hakim ad hoc pada ketua pengadilan negeri dalam 
daerah hukum pengadilan tinggi lainnya. 

 

Pasal 39 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 
53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai pemeriksaan 
di sidang pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  

Pasal 40 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Oktober 2009 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
                    ttd. 
 
 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Oktober 2009 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
                  REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
                              ttd. 
 
 
                    PATRIALIS AKBAR 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 155 

Penerapan pasal..., Lidya Manalu, FH UI, 2011. 



PENJELASAN  

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  46  TAHUN  2009 

TENTANG 

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

 
 
I. UMUM 
 

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam 
berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga 
memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus 
menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai 
sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya 
seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan 
hukum guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang 
anti korupsi. 

 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan 

ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 
Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa 
pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan 
peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. 
Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi dalam suatu undang-undang tersendiri. 

 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan 

khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-
satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana 
korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap ibu kota kabupaten/kota 
yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana 
dan prasarana. Namun untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang 
ini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada 
setiap ibukota provinsi.  

Dalam . . . 
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Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai Hakim Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc 
yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakim 
pada umumnya. Keberadaan Hakim ad hoc diperlukan karena 
keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, 
baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya 
cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan 
perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa 
pemerintah.  

 
Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai 
dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam 
Undang-Undang ini. Kekhususan hukum acara tersebut antara lain 
mengatur: 

a. penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan  wakil 
ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; 

b. mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang 
pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi; 

c. jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana 
korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan; 

d. alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti 
yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

e. adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi.  

 
 Agar tidak terjadi kekosongan hukum pada saat Undang-Undang 
berlaku, diatur mengenai masa transisi atau peralihan terhadap 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi  dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang ini, antara lain mengenai keberadaan 
Hakim ad hoc. Hakim ad hoc yang telah diangkat berdasarkan undang-
undang sebelum Undang-Undang ini berlaku, tidak perlu diangkat 
kembali, tetapi langsung bertugas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun 
bersamaan dengan masa jabatan Hakim ad hoc yang diangkat 
berdasarkan Undang-Undang ini. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 
 Pasal 1 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 2 . . . 
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Pasal 2 

Ketentuan ini mengingat ketentuan Pasal 24A ayat (5) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal  
15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, yang menghendaki pembentukan pengadilan khusus 
diatur dengan Undang-Undang. 
 

Pasal 3 

Cukup jelas. 
 

 Pasal 4 

Cukup jelas 
 

Pasal 5 

Yang dimaksud dengan ”satu-satunya pengadilan” adalah 
pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang 
penuntutannya diajukan oleh penuntut umum.   
 

Pasal 6 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”tindak pidana korupsi” adalah tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “tindak pidana pencucian uang” 
adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Yang dimaksud dengan “tindak pidana asalnya” adalah yang 
lazim dikenal dengan predicate crime. 

 Huruf c 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 7 

Cukup jelas. 
 

Pasal 8 

Cukup jelas. 
 

Pasal 9 . . . 
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Pasal 9 

  Ayat (1)  

  Cukup jelas. 

 Ayat (2)  

  Cukup jelas. 

 Ayat (3)  

  Cukup jelas. 

 Ayat (4)  

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” misalnya antara lain 
masalah yang berkaitan dengan beban perkara atau beban 
tugas. 
 

Pasal 10 

 Ayat (1)  

  Cukup jelas. 

 Ayat (2)  

  Cukup jelas. 

 Ayat (3)  

Cukup jelas. 

. Ayat (4)  

Berdasarkan ketentuan ini pengangkatan dan pemberhentian 
Hakim ad hoc oleh Presiden bersifat meresmikan calon yang 
diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 11 

 Huruf a  

  Cukup jelas. 

 Huruf b  

  Cukup jelas. 

 Huruf c  

  Cukup jelas. 

 Huruf d  

  Cukup jelas. 

 

 
Huruf e . . . 
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 Huruf e  

Dalam proses pelatihan untuk memperoleh sertifikasi khusus 
sebagai hakim tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung 
mengikutsertakan Komisi Yudisial untuk memberikan materi 
ajar khususnya mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Hakim. 

 Huruf f  

 Cukup jelas. 
 

Pasal 12 
 Huruf a  

  Cukup jelas. 

 Huruf b  

  Cukup jelas. 

 Huruf c  

Sehat jasmani dan rohani dalam ketentuan ini dibuktikan 
dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. 

 Huruf d  

Yang dimaksud dengan “berpengalaman di bidang hukum” 
antara lain hukum keuangan dan perbankan, hukum 
administrasi, hukum pertanahan, hukum pasar modal, dan 
hukum pajak. 

 Huruf e  

  Cukup jelas. 

 Huruf f  

  Cukup jelas. 

 Huruf g  

  Cukup jelas. 

  Huruf h  

Yang dimaksud dengan ”pengurus partai politik” termasuk 
sayap partai politik.  

 Huruf i  

  Cukup jelas. 

 Huruf j  

  Cukup jelas. 

 Huruf k  

 Cukup jelas. 
 

Pasal 13 . . . 
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Pasal  13 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh 
masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
  

Pasal 14 

  Cukup jelas.  
  

Pasal 15 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 16 

Pelepasan jabatan dalam ketentuan ini bersifat sementara selama 
menjadi  Hakim ad hoc.   Dalam  hal Hakim ad hoc memegang  
jabatan fungsional sebagai dosen pada perguruan tinggi dan 
berstatus pegawai negeri, yang bersangkutan menjalani cuti di luar 
tanggungan negara. 

 
Pasal 17 

 Huruf a 

  Cukup jelas. 

 Huruf b  

Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani secara 
terus menerus” adalah sakit yang menyebabkan yang 
bersangkutan tidak mampu lagi melakukan tugas dan 
kewajibannya dengan baik yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dari dokter. 

  Huruf c  

  Cukup jelas. 

 Huruf d 

  Cukup jelas. 

 Huruf e 

  Cukup jelas. 

 
 
 

Pasal 18 . . . 
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Pasal  18 

 Huruf a 

Hakim yang dapat dikenakan ketentuan ini apabila pidana 
yang dijatuhkan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. 

 Huruf b  

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” 
adalah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, 
perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar 
pengadilan merendahkan martabat Hakim. 

 Huruf c  

Cukup jelas. 

 Huruf d 

  Cukup jelas. 

 Huruf e 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 19 

 Ayat (1)  

Mengenai pemberhentian Hakim Karier dilakukan 
berdasarkan peraturan perundang undangan. 

 Ayat (2)  

  Cukup jelas. 

 Ayat (3)  

Ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditentukan 
pada ayat ini dimaksudkan untuk menunggu hasil 
pemeriksaan terhadap pelanggaran tersebut. 

 Ayat (4)  

  Cukup jelas. 

 Ayat (5)  

  Cukup jelas.   
 

Pasal 20 

Cukup jelas. 
 

Pasal 21 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 22 

  Cukup jelas. 

Pasal 23 . . . 

Penerapan pasal..., Lidya Manalu, FH UI, 2011. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 8 - 

Pasal 23 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 24 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Ketentuan ini sebagai wujud akuntabilitas Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi melalui keterbukaan informasi mengenai 
penyelenggaraan pengadilan. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 25 

 Yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” adalah 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung. 

 
Pasal  26 

Ayat (1)  

   Cukup jelas. 

Ayat (2)  

   Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Yang dimaksud dengan “ketua pengadilan” adalah Ketua 
Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan perkara tindak pidana 
korupsi pada tingkat pertama dan ketua pengadilan tinggi 
untuk pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada 
tingkat banding. 

Ayat (4)  

 Cukup jelas. 
 
 

Pasal 27 . . . 
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Pasal  27 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 28 

 Ayat (1) 

Penyadapan sebagai alat bukti hanya dapat dilakukan 
terhadap seseorang apabila ada dugaan berdasarkan laporan 
telah dan/atau akan terjadi tindak pidana korupsi. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 29 

Cukup jelas. 
 

Pasal 30 

Cukup jelas. 
 

Pasal 31 

Cukup jelas. 
 

Pasal 32 

Cukup jelas. 
 

Pasal 33 

Cukup jelas. 
 

Pasal 34 

Cukup jelas. 
 

Pasal 35 

Cukup jelas. 
 

Pasal 36 

Cukup jelas. 
 

Pasal 37 

Dalam ketentuan ini, Hakim ad hoc yang telah diangkat 
berdasarkan undang-undang sebelum Undang-Undang ini berlaku, 
tidak perlu diangkat kembali, dan langsung bertugas untuk masa 5 
(lima) tahun bersamaan dengan masa jabatan Hakim ad hoc yang 
diangkat berdasarkan Undang-Undang ini. 
 

Pasal 38 . . . 
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Pasal 38 

Cukup jelas. 
 

Pasal 39 

Cukup jelas. 
 

Pasal 40 

Cukup jelas. 
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